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(HR. Muslim)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman
transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.
A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Arab Indonesia Arab Indonesia

j : L t
o b L z
Il t ¢ ¢
& th ¢ gh
d j < f
z h 3 q
z kh i k
K d J I
A dh - m
J r U n
J z B) w
o S o h
X sh 3 ’
ol $ ¢ y
U= d

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun



apabila hamzah (+) terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (”), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang (¢).

B. VOKAL
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah | I
j Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

)

Fathah dan ya

Ai

Adan |

3

Fathah dan wau

lu

Adan U

Contoh:

i : kaifa

Js :haula
C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harkat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
i Fathah dan alif 5 a dan garis di
o atau ya atas
— Kasrah dan ya 1 I dan garis di atas
s Dammah dan a u dan garis di
= wau atas
Contoh:
<ila . mata
A . rama
Jid : gila
&33,3. . yamiitu

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbiitah yang hidup atau
mendapat harkat fatkah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbitah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Juki dmyy raudah al-asfal
M‘ B al-madinah al-fadlah
i—easei‘ : al-hikmah
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E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda fasydid (=), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

vy : rabbana
U;éa . najjaina

Al : al-haqq
zal - al-haijj
px > nuima
e : ‘aduwwu

Jika huruf ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (7). Contoh:

(e . “Al7 (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
Z;—.Oi" . ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J! (alif

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

Cuaidl) : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
‘UJSJS\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
PR : al-falsafah
S : al-biladu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

A ,«i: , _
QIR L ta’muruna

@

2 -

9-3-\5‘ sal-nau’
RSN .
(o : syai'un
Lo % )

< el - umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM
BAHASA INDONESIA
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
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Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fizilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat Fr ‘Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH ()
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:
U.‘.'é a\ s dinullah

Adapun ta marburah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

A &85 A B  um fi rahmatillah

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazt unzila fin al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tds

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Dhia Ulya Salsabila, 19220045, Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Objeknya
Dibebankan Hak Tanggungan Bagi Debitur Wanprestasi Perspektif Figih
Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy),
Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr.
Suwandi, M.H.

Kata kunci: Cessie, Hak Tanggungan, dan Hiwalah.

Perjanjian kredit/akad sebagai bentuk dari perjanjian pokok dapat diikuti
dengan perjanjian tambahan (accesoir) berupa jaminan kebendaan. Apabila dalam
pelaksanaan perjanjian debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan
penyelesaian kredit macet, salah satunya dengan pengalihan piutang secara cessie.
Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby adalah permohonan untuk membatalkan
perjanjian pengalihan piutang cessie, karena Pembanding merasa dirugikan atas
pengalihan piutang tersebut yang seharusnya tunduk pada Undang-Undang Hak
Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui
pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara a quo dan menelaah
pengalihan piutang (cessie) perspektif figih muamalah maliyah.

Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dengan jenis
penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu salinan putusan Nomor
128/Pdt.G/2020/PTA.Shy, serta dasar hukum lainnya yang berkaitan. Penelitian ini
dianalisis secara deksriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum/interpretasi
untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengalihan piutang (cessie)
terhadap kasus a quo tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad
pembiayaan murabahah sebagaimana yang termaktub di dalam KUHPerdata. Maka
yang digunakan dalam rangka penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan
suatu peraturan yang lebih khusus yaitu perjanjian kredit. Dalam hal ini dapat
merujuk kembali pada ketentuan yang tertuang di dalam perjanjian sebagaimana
yang dimaksud dalam asas legalitas yakni asas lex specialis derogate legi generali.
2) Hiwalah al-muqgayyadah dibolehkan menurut ulama Syafi’iyyah yang juga
merupakan hiwalah haqg. Ulama Syafi’iyyah memperbolehkan akad hiwalah hagq
yang dihibahkan kepada selain al-madiin (pihak yang berutang) dengan terpenuhinya
syarat-syarat hibah. Diperbolehkannya hiwalah haqq, selama landasan dari hiwalah
haqqg tersebut adalah kemutlakan diperbolehkannya hiwalah dalam membayar
utang tersebut.
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ABSTRACT

Dhia Ulya Salsabila, 19220045, Transfer of Receivables (Cessie) Which Objects
are Charged with Mortgage Rights for Defaulting Debtors Perspective of
Figh  Muamalah  Maliyah  (Study  of  Decision  Number
128/Pdt.G/2020/PTA.Sby), Undergraduate Thesis, Department of Sharia
Economic Law, Faculty of Law, Maulana Malik Ibrahim Islamic State
University Malang. Advisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Cessie, Mortgage Right, and Hiwalah.

Credit agreements / contracts as a form of principal agreement can be
followed by additional agreements (accesoir) in the form of material guarantees. If
in the implementation of the agreement the debtor defaults, the creditor can resolve
bad credit, one of which is by transferring receivables by cessie. Decision Number
128/Pdt.G/2020/PTA.Shy is a request to cancel the cessie transfer of receivables
agreement, because the Appellant feels aggrieved by the transfer of receivables
which should be subject to the Mortgage Rights Law Number 4 of 1996. The focus
of this research is to find out the legal considerations of the panel of judges in
deciding the case a quo and examine the transfer of receivables (cessie) from the
perspective of figh muamalah maliyah.

This research is aimed at written regulations with the type of research in
this study is a normative legal research method using a statutory approach (statue
approach) and case approach (case approach). The legal material used is a copy of
decision Number 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby, as well as other related legal bases.
This research is analyzed descriptively using the method of legal
interpretation/interpretation to provide arguments for the results of the research
conducted.

The results showed that: 1) The transfer of receivables (cessie) in the case
a quo is not in accordance with the applicable provisions in the murabahah
financing contract as stipulated in the Civil Code. So what is used in order to resolve
this case is to use a more specific regulation, namely a credit agreement. In this
case, it can refer back to the provisions contained in the agreement as referred to in
the principle of legality, namely the principle of lex specialis derogate legi generali.
2) Hiwalah al-mugayyadah is permissible according to the Shafi'iyyah scholars
which is also hiwalah haqg. Shafi‘iyyah scholars allow hiwalah haqq contracts that
are granted to other than al-madiin (the debtor) with the fulfillment of the conditions
of the grant. The permissibility of hiwalah haqqg, as long as the basis of hiwalah
haqq is the absoluteness of the permissibility of hiwalah in paying the debt.

XX
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dalam menjalani kebutuhan sehari-hari,
manusia juga membutuhkan bantuan orang lain, terutama dalam hal muamalah.
Muamalah menurut syariat Islam adalah kegiatan tolong-menolong antar sesama
manusia, yang dapat dihubungan dengan konsep hubungan baik antara individu
dengan kelompok atau manusia lainnya (habluminannas). Kegiatan muamalah yang
sering terjadi dalam kehidupan Kita salah satunya adalah utang-piutang.

Utang-piutang tidak akan terjadi tanpa adanya kesepakatan atau kerelaan
dari para pihaknya. Adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak itulah yang
menimbulkan adanya perjanjian utang piutang, yang mana para pihaknya terikat
karena adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang sah akan menimbulkan
akibat hukum bagi para pihaknya untuk melaksanakan perjanjian dengan adanya
i’tikad baik, karena hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar bagi
kreditur apabila debitur tidak melunasi utangnya sesuai perjanjian.:

Pelaksanaan perjanjian utang piutang tidak hanya terjadi antar masyarakat
saja, akan tetapi juga terjadi di lembaga keuangan resmi. Perbankan merupakan
lembaga keuangan terpercaya oleh masyarakat, yang mana bank sebagai penyedia

dana dan pemberi jasa atau fasilitas kreditnya kepada nasabah. Fasilitas kredit

! Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),146.



tersebut berupa perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang diikuti dengan
perjanjian accesoir atau tambahan berupa jaminan kebendaan, yaitu gadai, hak
tanggungan, fidusia, dan hipotek. Fungsi jaminan sebagai perjanjian tambahan
adalah untuk menjamin pelunasan kredit dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur,
dan jaminan tersebut dapat dicairkan untuk melunasi piutang tak tertagih. Ini adalah
bentuk upaya bank untuk mengembalikan pembayaran pinjaman dan juga
memberikan kepastian hukum kepada kreditur/bank.?

Perbankan di Indonesia tidak hanya tertuju pada bank konvensional saja,
akan tetapi masyarakat juga bisa melakukan transaksi keuangan di bank Syariah.
Saat ini perbankan syariah memiliki dasar hukum sendiri yang sama kuatnya
dengan bank konvensional, yakni mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah. Berkaitan dengan fasilitas pinjam uang dari bank
Syariah disebut dengan pembiayaan, sama halnya dengan perjanjian kredit,
pembiayaan juga diikuti oleh perjanjian accesoir. Keabsahan perjanjian kredit
sebagai perjanjian pokok mempengaruhi keabsahan perjanjian accesoirnya.

Bank sebagai kreditur dalam menyelesaikan kredit macet tentunya
memiliki cara untuk menyelamatkan kredit macet. Salah satunya adalah cessie yang
merupakan suatu bentuk pengalihan piutang atas nama atas suatu hak tagih. Istilah
cessie diciptakan oleh doktrin yang mengacu pada tindakan penyerahan tagihan atas
nama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 613 ayat (1), bahwa

cessie dapat dilakukan dengan membuat akta autentik atau dengan akta di bawah

2 Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),
27-28.



tangan jika akta tersebut diberitahukan pada debitur.

Adapun perjanjian yang dalam proses pelaksanaannya bermasalah akibat
lalainya debitur, dalam mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan
dengan 2 (dua) cara sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan
arbitrase atau musyawarah; dan penyelesaian melalui pengadilan dengan
persidangan. Penyelesaian sengketa perkara ekonomi Syariah yang berakhir di
persidangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi
Syariah dapat dilakukan persidangan dibawah kewenangan Pengadilan Agama.*

Seperti halnya yang telah terjadi dalam kasus perkara ekonomi Syariah
yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Mlg. Pada tanggal
10 Maret 2020 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengeluarkan putusan dengan
nomor perkara 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang diajukan oleh H. Nasar sebagai
Pembanding I dan Hj. Sunarsih sebagai Pembanding Il yang beralamat di Jalan
Keben IB/17 RT 12 RW 04 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota
Malang melawan PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang beralamat di
Jalan MGR Sugiyopranoto No. 7, Kiduldalem Klojen, Malang sebagai
Terbanding | dan Burhan Tahir Effendi berkediaman di Jalan Bambe Dukuh

Mananggal No. 1-B, Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota

3 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 176.
4 Ayat (1) Pasal 55 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



Surabaya sebagai Terbanding I, serta Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kotamadya Malang beralamat di Kota Malang sebagai Turut Terbanding.®

Bermula dari adanya hubungan perikatan pinjam uang yang terjadi antara
Para Pembanding selaku debitur dengan Terbanding | selaku kreditur, bahwa pihak
Pembanding Il selaku pihak yang mengajukan pembiayaan berupa Akad
Pembiayaaan Murabahah pada Terbanding | (pihak bank) untuk modal usaha dan
juga yang berhubungan dalam perbuatan hukum ini atas seizin Pembanding I. Akad
Pembiayaan Murabahah No. 49 telah dibuat akta di hadapan notaris dengan Akta
Nomor 13/WAK/MAL/XII/15 pada tanggal 22 Desember 2015. Atas akad
pembiayaan tersebut telah diagunkan sebidang tanah dan bangunan rumah sesuai
yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2088) dengan luas tanah
tersebut adalah sekitar 173 m? dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
No. 459/2015 sebagai objek jaminan dan telah diterbitkannya Sertifikat Hak
Tanggungan No. 0666/2016 atas akta tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Kota Malang, yang mana sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut
adalah sah milik Pembanding 11.6

Pihak bank memberikan uang pembiayaan murabahah kepada debitur
sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan margin sebesar Rp
159.803.360,42 (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus
enam puluh rupiah koma empat puluh dua sen) kepada Para Pembanding pada

tanggal 23 Desember 2015. Keseluruhan hutang yang harus dibayar Para

5 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby, 1-2.
® Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby, 5.



Pembanding adalah sebesar Rp 659.803.360,42 (Enam ratus lima puluh sembilan
juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah koma empat puluh dua
sen). Para Pembanding dapat membayar hutang dengan cara angsuran yang
dibayarkan selama 36 (tiga puluah enam) bulan atau 3 (tiga) tahun sejumlah Rp
18.328.010,01 (Delapan belas juta tiga puluh dua delapan ribu sepuluh rupiah koma
satu sen), pembayaran terhitung mulai Januari 2015 sampai Januari 2019.

Para Pembanding menjalankan prestasi dengan baik sampai dimana dalam
menjalankan usahanya mulai mengalami penurunan, mengakibatkan Para
Pembanding tidak dapat memenuhi prestasi untuk membayar angsuran
sebagaimana yang sudah mereka sepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah.
Sehubungan dengan Para Pembanding yang lalai dalam melaksanakan kewajiban,
maka Terbanding I mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan
harapan Para Pembanding melunasi hutang tersebut. Isi dalam surat peringatan
tersebut menyatakan bahwa Para Pembanding harus melunasi prestasinya untuk
membayar angsuran kepada Terbanding | dengan jumlah yang tercantum dalam
surat peringatan yaitu sebesar Rp 136. 076.310 (Seratus tiga puluh enam juta tujuh
puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Tak kunjung membayar hutang, pihak bank mengganggap bahwa Para
Pembanding tidak kooperatif dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga pihak bank
mengeluarkan somasi. Dengan dikeluarkannya somasi tersebut pihak bank
menyatakan bahwa Pembanding Il (yaitu Ibu Sunarsih) telah wanprestasi. Somasi
dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2017 dengan ketentuan untuk melunasi kewajiban

sebesar Rp 136. 076.310 (Seratus tiga puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tiga



ratus sepuluh rupiah), sedangkan somasi lainnya yang dikeluarkan tanggal 4 Juli
2018 dan tanggal 28 November 2018 dengan kewajiban yang harus dibayar sebesar
Rp 164.872.241,00 (Seratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua
ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).’

Berkaitan dengan langkah untuk memperingatkan seseorang untuk dapat
dikatakan lalai tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1238 yang berbunyi:
“Seseorang yang berutang yaitu debitur dapat dinyatakan lalai, apabila dengan
surat perintah atau dengan akta sejenis atau dengan perikatan sendiri, jika
perikatan ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan. ”® Menurut hukum perdata, wanprestasi disebut juga dengan
cidera janji yang disebabkan dari kelalaian. Menurut Prof. Subekti, kelalaian atau
kealpaan dapat berupa 4 macam, yaitu: Pertama, sama sekali tidak memenuhi
prestasi; Kedua, melaksanakan apa yang telah dipenjanjikan tetapi tidak
sebagaimana mestinya; Ketiga, terlambat dalam memenuhi prestasi; Keempat,
melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian, tidak boleh dilakukan.®

Sebagaimana yang tertera dalam somasi, pihak bank telah memberikan
kesempatan terakhir untuk melunasi seluruh prestasinya sampai tanggal 13
Desember 2018, jika tetap tidak dipenuhi maka akan dilakukan lelang eksekusi hak
tanggungan atas agunan tersebut atau dilakukan pengalihan piutang secara cessie.
Oleh karena Para Pembanding tak kunjung melunasi seluruh tanggungan

pembiayaannya, langkah pihak bank selanjutnya adalah dengan mengalihkan

7 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby, 6-7.
8 Soimin, Kitab Undang-Undang, 314.
9 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 13, (Jakarta: Intermasa, 1991), 45.



piutang yang diikuti beralihnya jaminan hak tanggungan kepada Terbanding Il
yaitu Pak Burhan Tahir di hadapan notaris dengan Akta Wakalah No. 140 yang
kemudian selanjutnya diberitahukan kepada Para Pembanding. Tepatnya pada
tanggal 01 Februari 2019, Terbanding | memberikan surat pemberitahuan kepada
Pembanding Il bahwa telah dilakukan pengalihan piutang secara cessie beserta
dengan jaminan yang mengikuti pembiayaan tersebut kepada pihak ketiga atau
Terbanding 11.1°

Para Pembanding merasa dirugikan atas pengalihan piutang tersebut,
karena dilakukan tanpa sepengetahuan Para Pembanding yang seharusnya tunduk
pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga
merasa dirugikan atas jumlah hutang yang harus dibayarkan akibat pengalihan
piutang. Menurut Para Pembanding, pembiayaan murabahah yang terjadi dalam
penyelesaian kredit macetnya seharusnya dilakukan lelang secara umum karena
objek jaminan sudah dibebani hak tanggungan. Terlebih objek hak tanggungan
tersebut dialihkan kepada kreditur baru dengan subjek hukum orang perorangan
atau kreditur non-bank yang memiliki keterbatasan dalam memahami ketentuan
hukum mengenai kredit.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas dalam putusan
Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby, hal ini menarik untuk mengkaji pertimbangan
hukum yang diimplementasikan dalam mempertimbangkan putusan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta meninjau bagaimana pengalihan

piutang (cessie) oleh kreditur terhadap debitur wanprestasi yang objek jaminannya

10 salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy, 7.



dibebankan hak tanggungan perspektif Figih Muamalah Maliyah. Penulis akan
mengkaji dan menganalisa penelitian ini dengan judul “Pengalihan Piutang (Cessie)
Yang Objeknya Dibebankan Hak Tanggungan Bagi Debitur Wanprestasi Perspektif

Figih Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa
pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana  pertimbangan  hukum  dalam  Putusan =~ Nomor
128/Pdt.G/2020/PTA.Shy terkait pengalihan piutang secara cessie terhadap
debitur wanprestasi yang objeknya dibebankan hak tanggungan?

2. Bagaimana pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur wanprestasi yang

objeknya dibebankan hak tanggungan perspektif Figih Muamalah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana
yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas. Adapun yang menjadi
tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor
128/Pdt.G/2020/PTA.Shy tentang pengalihan piutang (Cessie) terhadap
debitur wanprestasi yang objeknya dibebankan hak tanggungan.

2. Untuk memahami pengalihan piutang (Cessie) oleh kreditur terhadap
debitur wanprestasi yang objeknya dibebankan hak tanggungan perspektif

Figih Muamalah Maliyah.



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan dapat memberikan
manfaat kepada semua pihak baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Adapun

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
masukan pemikiran berkaitan dengan limu Hukum Ekonomi Syariah melalui
analisis aturan hukum positif dan hukum Islam terutama dalam perspektif Figih
Muamalah Maliyah, yang dapat mendukung peneliti maupun pihak lainnya yang
tertarik untuk membahas penelitian serupa mengenai permasalahan pengalihan
piutang secara cessie yang objek jaminannya dibebankan hak tanggungan.
Permasalahan tersebut peneliti dapatkan dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dengan Nomor perkara 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy, sehingga
pembaca dapat mengembangkan kembali apa yang sudah diberikan dari

penelitian ini serta dapat menjadi refrensi terkait.

2. Manfaat praktis
a. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini bertujuan agar mampu
mengembangkan serta menganalisis ilmiah dalam menyikapi dan
menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.
b. Bagi lembaga, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan
pembanding maupun pertimbangan dalam menangani penyelesaian
kredit macet terhadap debitur serta objek atau perjanjian yang

bersangkutan di masa yang akan datang.



c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan
masukan dan juga informasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian kepada

masyarakat.

E. Definisi Konseptual

Terkait pemahaman makna dan maksud dari istilah yang terdapat pada
judul penelitian, dibutuhkan adanya pendefinisian bersifat operasional sebagai
gambaran yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami secara
jelas terkait arah dan tujuan dalam penulisan skripsi ini. Agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam memahami judul di atas, maka penulis menguraikan judul
tersebut sebagai berikut:

1. Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang yang
dimaksudkan untuk mengakhiri, memutuskan atau menyelesaikan suatu
perkara atau sengketa antara para pihak yang memiliki kepentingan
bersama.!* Putusan dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy
menjadi hasil keputusan dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam
menyelesaikan perkara ekonomi Syariah di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.

2. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban debitur sesuai perjanjian
yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak
dipenuhi haknya. Wanprestasi timbul diakibatkan kelalaian pihak debitur,

yang mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah

11 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
2009), 167-168.
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ditentukan dalam perjanjian bersama pihak kreditur.*2

Pengalihan piutang secara cessie adalah suatu cara untuk mengalihkan atau
menyerahkan atas suatu piutang atas nama dari kreditur lama terhadap
kreditur yang baru.:®

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur atas
hartanya baik berupa benda tak bergerak maupun benda bergerak kepada
orang lain atau kreditur untuk dijadikan sebagai jaminan atas kewajibannya
dalam membayar hutang dapat terpenuhi.*

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang
tertentu, di mana kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan diberikan
kedudukan diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria.'®

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah untuk mengumpulkan data

penelitian atau pengetahuan ilmiah dengan cara sistematis atau teratur serta

terencana untuk tujuan tertentu. Adapun dengan pengertian dari penelitian hukum

adalah proses pencarian kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan

metode ilmiah secara sistematis dan logis untuk memecahkan atau menyelesaikan

2 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018), 109.

13 Amran Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi dan Hiwalah dalan Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 4.

14 Amran Suadi, Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, (Jakarta:
Prenamedia Group, 2019), 2.

15 Reko Dwi Salfutra, Hukum Agraria Indonesia, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 102.
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masalah hukum atas fakta-fakta hukum yang terjadi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada
perumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Untuk menjawab permasalahan
yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian
yuridis normatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma
dalam hukum yang menjadi pedoman dari setiap perilaku yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka.'® Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan
penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian ini, yang menjadi
bahan pustaka adalah Salinan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy terkait
sengketa ekonomi Syariah tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Dilakukannya pendekatan hukum adalah dengan meninjau semua ketentuan yang

berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif, pendekatan dalam
penelitian ini digunakan agar mendapatkan jawaban dari berbagai sumber berkaitan
dengan isu hukum yang diambil. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach)
Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji semua

ketentuan hukum yaitu undang-undang dan juga regulasi yang berkaitan

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.
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dengan permasalahan hukum yang diteliti.'” Pendekatan ini digunakan
berkenaan dengan peraturan hukum yang berhubungan dengan isu hukum

dalam penelitian ini.

b. Pendekatan kasus (Case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-
kasus yang berkaitan dengan masalah yang mana kasus tersebut telah
menjadi putusan pengadilan, baik dari Pengadilan Negeri maupun
Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.'® Objek
kajian dari pendekatan kasus ini adalah pertimbangan pengadilan untuk

sampai pada suatu putusan tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif diawali dengan konsep norma hukum, yang
mana dalam menentukan bahan hukum penelitian harus disesuaikan pada
pendekatan penelitian yang akan digunakan. Bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:°

a. Bahan hukum primer, untuk bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang memiliki kekuatan mengikat secara umumnya. Dalam penelitian ini
bahan hukum yang digunakan vyaitu peraturan perundang-undangan,
salinan putusan pengadilan, dokumen pembiayaan murabahah.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan

17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 56.

18 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 83.
¥Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2005), 338.
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terhadap bahan hukum primer, yang mana bahan hukum ini didapatkan
dari sumber-sumber atau dari studi kepustakaan berkaitan dengan
penelitian hukum, berapa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan literatur-
literatur lainnya berkenaan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang mendukung dalam
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia

(KBBI), ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dalam proses penelitiannya
menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan data penelitian. Metode
pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun
tersier. Dengan menggunakan studi dokumen ini, peneliti akan mengumpulkan
serta menelaah dokumen atau kepustakaan yang berkaitan dengan pemasalahan
dalam penelitian yang dibutuhkan peneliti dengan perundang-undangan atau

dokumen yang sudah ada, baik bahan-bahan hukum maupun bahan non hukum.?°

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk menggunakan sumber-
sumber bahan hukum yang telah ditemukan dan diyakini untuk digunakan dalam

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti dapat mengkaji

20 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, 140.

14



keseluruhan bahan hukum yang diperlukan dengan melakukan pengolahan data
serta analisis data yang tepat terhadap bahan-bahan hukum yang disesuaikan
dengan pendekatan yang digunakan dan juga dengan menggunakan teori-teori yang
telah dipilih dalam kerangka teori/tinjauan pustaka. Pada penelitian hukum
normatif, analisis bahan hukum dilakukan sebagai bentuk kegiatan dalam
memberikan telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau
memberikan komentar dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian
dengan pikiran dan pendapat sendiri berdasarkan teori yang digunakan.

Penelitian ini dapat dianalisis secara deksriptif dengan menggunakan
metode penafsiran hukum/interpretasi untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang dilakukan. Argumentasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan perskripsi atau penilaian mengenai benar salah atau apa yang

seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.?

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya peneliti yang bertujuan
untuk mengetahui perbandingan dari persamaan dan perbedaan antara penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Disamping itu, penelitian
terdahulu dapat membantu peneliti dalam menunjukkan orisinalitas dari penelitian
dan mencapai hasil yang maksimal dari adanya penelitian terdahulu. Adapun
beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Mhd. Syifa Amali, Penelitian skripsi, Mahasiswa Hukum, Universitas

21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 71.
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Muhammadiyah Sumatera Utara, Pada tahun 2022 yang berjudul “Eksistensi
Cessie Dalam Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan
Hukum Islam”. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif
yang bersifat kualitatif-deskriptif dari kepustakaan. Hasil dari skripsi ini
membahas adanya pengaturan hukum serta perlindungan hukum para pihak
yang bersangkutan terkait cessie dalam hukum Perdata dan juga hiwalah
dalam hukum Islam, dan juga cara penyelesaian piutang melalui cessie
maupun penyelesaian piutang dalam tinjauan hukum Islam yaitu Hiwalah.?2
2. Vanessa Maurizkha, Penelitian dalam bentuk jurnal, Mahasiswa Illmu Hukum
Reguler, Universitas Indonesia, Tahun 2022, dengan judul “Perlindungan
Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Jual
Beli Piutang Melalui Cessie (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri
Nomor. 79/Pdt.G/2019/PN.Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor.
754/Pk/Pdt/2011) . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian yuridis normatif dengan metoode analisis datanya
dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa salah satu cara
penyelematan kredit macet pada Bank Tabungan Negara (BTN) menurut
Pasal 613 KUHPerdata dengan melakukan pengalihan piutang melalui cessie
dan perjanjian kredit antara BTN dengan debitur. Dalam metode yang
digunakan cessie secara konvensional dengan beban tanggungjawab

pengecekan berkas dilakukan di Kantor Pertanahan, saat ini cessie yang

22 Mhd. Syifa Amalia, “Eksistensi Cessie Dalam Penyelesaian Utang Piutang Menurut Hukum
Perdata dan Hukum Islam,” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2021), http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16430.
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dijalankan secara elektronik sudah mengalami perubahan dengan
menyerahkan tanggungjawab pengecekan berkas kepada Kantor Pertanahan,
Kreditur, serta PPAT. Meskipun hak tanggungan pada perjanjian pokok
beralih ke kreditur baru secara hukum karena dilakukan cessie, tetap harus
dilakukan mekanisme administrasi dengan cara mendaftarkan peralihan hak
tanggungan tersebut di Kantor Pertanahan tempat jaminan berada. Dalam
penelitian ini, peneliti mengambil dua putusan untuk dianalisis (Putusan
Putusan Nomor 754 PK/Pdt/2011), dan (Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PN.
Tab).

. Diana Fitriana, Abdul Wahid, Penelitian dalam bentuk jurnal, Mahasiswa
Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas
Muhammadiyah Cirebon, Tahun 2021 yang berjudul “Upaya Hukum
Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan Hak Tanggungan
Berdasarkan Pengalihan Piutang (Cessie)”. Jenis metode penelitian yang
digunakan dalam dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
dengan metode analisis berupa metode preskriptif yang memberikan
penilaian atau justifikasi terkait objek yang diteliti. Hasil penelitian dari judul
ini membahas bagaimana upaya hukum cessionaris terhadap hak tagih atas
jaminan hak tanggungan berdasarkan pengalihan hutang (Cessie) yaitu
dengan mengajukan gugatan wanprestasi atas perjanjian kredit ke Pengadilan

Negeri. Pembeli cessie harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke

2 Vanessa Maurizkha, "Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Peralihan Jaminan Hak
Tanggungan Dalam Jual Beli Piutang Melalui Cessie (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 79/Pdt.G/2019 Pn Tab Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 754 Pk/Pdt/2011)," Lex
Patrimonium: Vol. 1: No. 1 (2022): 1 https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/2.
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Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan yang dijadikan dasar
peralihan nama dengan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengalinkan nama yang tertulis di
sertifikat menjadi nama pemberi dari cessie.?*

. Muhammad Affan, Syahruddin Nawa dan Ilham Abbas, Penelitian dalam
bentuk jurnal, Mahasiswa Ilmu Hukum, Universita Muslim Indonesia, Tahun
2022, dengan judul “Keabsahan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie)
Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No.
124/Pdt.G/2019/PN.Mks”. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian hukum
normative dengan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar
dan kantor Pengacara di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini memaparkan
bahwa penerapan aturan berkaitan dengan keabsahan perjanjian pengalihan
piutang yang dilakukan tanpa sepengetahuan debitur membuat proses
pengalihan piutang tersebut kurang efektif. Selain itu, faktor yang
mempengaruhi keabsahan dari perjanjian pengalihan piutang tanpa
sepengetahuan debitur adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan

budaya hukum.?

24 Diana Fitriana dan Abdul Wahid, “Upaya Hukum Cessionaris Terhadap Hak Tagih Atas Jaminan
Hak Tanggungan Berdasarkan Pengalihan Piutang (Cessie),” Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2
(2021): 243, https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.808.

% Muhammad Affan, Syahruddin Nawa dan Ilham Abbas, “Keabsahan Perjanjian Pengalihan
Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan Debitur: Studi Putusan No.
124/Pdt.G/2019/PN.Mks,” Indonesia Journal of Criminal Law (1JoCL), Vol. 4 No. 01, (2022): 1
https://journal.ilininstitute.com/index.php/1JoCL/article/view/1471.
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO NAMA JUDUL PERSAMAAN | PERBEDAAN

1 Mhd. Syifa Eksistensi Cessie Membahas Meninjau
Amali, 2022 Dalam pengalihan pengalihan

Penyelesaian Utang | piutang melalui | piutang cessie
Piutang Menurut (Cessie). dengan
Hukum Perdata dan pendekatan
Hukum Islam Hiwalah.

2 Vanessa Perlindungan a. Membahas |a. Menggunakan
Maurizkha, Hukum Kreditur pengalihan dua Putusan
2022 Terhadap Peralihan piutang yang berbeda

Jaminan Hak melalui sebagai
Tanggungan Dalam cessie. analisis

Jual Beli Piutang b. Menganalisis | kasusnya.
Melalui Cessie Putusan b. Menganalisis
(Studi Kasus: Majelis akibat hukum
Putusan Pengadilan Hakim terhadap
Negeri Nomor. objek jaminan
79/Pdt.G/2019/PN. hak

Tab Dan Putusan tanggungan.
Peninjauan

Kembali Nomor.

754/Pk/Pdt/2011)

3 Diana Fitriana | Upaya Hukum Membahas a. Gugatan dari
dan Abdul Cessionaris pengalihan cessionaris
Wahid, 2021 Terhadap Hak piutang cessie. | kepada debitur

Tagih Atas atas hak tagih
Jaminan Hak jaminan
Tanggungan berdasarkan
Berdasarkan pengalihan
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Pengalihan Piutang piutang melalui
(Cessie) cessie.
b. Metode
penelitian
menggunakan
analisa
preskriptif.
Muhammad Keabsahan a. Membahas  [a. Penelitian
Affan, Perjanjian pengalihan hukum
Syahruddin Pengalihan Piutang piutang empiris  dan
Nawa dan (Cessie) Yang melalui normatif.
ITham Abbas, Dilakukan Tanpa cessie. b. Penelitian ini
2022 Sepengetahuan b. Menganalisis | memfokuskan
Debitur: Studi Putusan pada
Putusan No. Majelis keabsahannya
124/Pdt.G/2019/PN. Hakim perjanjian
Mks pengalihan
piutang tanpa
sepengetahuan
debitur  dan
faktor-faktor
yang
mempengaru-
hinya

H. Sistematika Pembahasan
Agar dalam penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajiannya,
maka penulis menggunakan sistematika penulisan untuk dijadikan sebagai

pedoman yang digunakan dan mempermudah dalam penulisan. Adapun dalam
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penulisan karya ilmiah ini sistematika penulisan terbagi dalam empat bab, dimana
masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab, antara lain sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, peneliti akan mendeskripsikan serta memaparkan latar
belakang masalah yang mengemukakan permasalahan dasar yang menjadi langkah
awal bagi peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait judul yang
diambil. Permasalahan yang hendak diteliti ditetapkan dalam rumusan masalah
sebagai pedoman dalam penelitian untuk memudahkan dan menentukan arah
penelitian serta ruang lingkup pembahasan dari penelitian. Pada bab ini, peneliti
juga memaparkan tujuan dari penelitian untuk mencapai maksud dan tujuan yang
ingin dicapai peneliti dari rumusan masalah yang ada. Sedangkan manfaat
penelitian dan definisi konseptual dimaksudkan untuk memberi penjelasan
tambahan berkaitan dengan judul ini.

Dalam bagian selanjutnya, peneliti memaparkan metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini, dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan
hukum yang peneliti gunakan, kemudian metode dari pengumpulan bahan hukum
untuk menganalisis permasalahan dari topik. Pemaparan terkait penelitian-
penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan yang berupa uraian singkat dari
pembahasan dalam penelitian juga termasuk bagian dalam bab ini.

BAB II: Tinjauan Teoritis, tinjauan pustaka memuat uraian-uraian dari
penjelasan yang berkaitan serta mendukung penelitian ini menggunakan bahan
hukum atau data yang sudah dikumpulkan. Yang mana dalam bab ini tidak lain
bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum terkait permasalahan yang

diangkat dari penelitian ini, sehingga eksistensi dari tinjauan pustaka itu sendiri
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dapat digunakan untuk menganalisis objek pembahasan dalam penelitian dengan
menggunakan metode-metode yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang
akan digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

BAB I11: Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan hasil dari
pembahasan dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari
rumusalah masalah dalam penelitian yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hakim
Pengadilan Tinggi Agama  Surabaya  dalam Putusan Nomor
128/Pdt.G/2020/PTA.Shy terkait pengalihan piutang secara cessie yang objeknya
dibebankan hak tanggungan bagi debitur wanprestasi? 2) Bagaimana pengalihan
piutang (Cessie) yang objeknya dibebankan hak tanggungan bagi debitur
wanprestasi perspektif Figih Muamalah Maliyah?.

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut, maka hasil dari
pembahasan yang telah didapatkan adalah hasil dari telaah pustaka atau dokumen
untuk dideskripsikan, yang kemudian dari bab ini akan disimpulkan pada bab IV.

BAB 1V: Penutup, penulis menguraikan terkait kesimpulan secara global
dan saran yang dapat menjadi keseluruhan dari hasil pembahasan berdasarkan
jawaban atas rumusan masalah setelah dilakukan analisis dari pembahasan.
Kemudian, peneliti memberikan masukan-masukan terkait pembahasan dalam
penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau refrensi bagi peneliti

selanjutnya, terutama pada topik yang berkaitan dengan penelitian ini.
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BAB I1

TINJAUAN TEORITIS

A. Asas-Asas Perjanjian Secara Umum

Menurut Salim H.S, hukum kontrak adalah keutuhan ketentuan-ketentuan
hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
kata sepakat dalam perjanjian yang menimbulkan akibat hukum.? Perikatan yang
terjadi antara kedua pihak harus dilandasi dengan adanya penegakan dalam
pelaksanaannya. Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan landasan atau dasar
penting untuk mencapai suatu tujuan dalam melaksanakan perjanjian. Asas hukum
dapat digunakan sebagai pedoman berdasarkan prinsip yang manakah hukum dapat
dijalankan.

Arthur S. Hartkamp dalam bukunya ‘Contract Law in the Netherland’
menyatakan, bahwa dalam hukum perjanjian mengenal tiga asas yang memiliki
keterkaitan satu sama lain, yakni antara asas konsensualisme (he concensualisme);
asas kekuatan mengikat (de verbindende kracht van de overeenkomst), dan asas
kebebasan kontrak (de contractsvrijheid).?” Asas-asas yang berlaku dalam sistem
hukum perjanjian Indonesia dapat ditemukan dalam Buku Il KUHPerdata, antara
lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)
Menurut Prof. Subekti, asas kebebasan berkontrak merupakan asas

yang pada prinsipnya bahwa setiap orang berhak untuk membuat suatu

% Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,
2019), 4.
27 J.M Van Dunne, Verbintenissenrecht Deel 1 Conractenrecht, (Deventer: Kluwer, 2004), 7.



perjanjian meliputi segala sesuatu, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum.?® Semua orang bebas untuk
melakukan atau tidak melakukan perjanjian, semua hal yang ditentukan dan apa
yang menjadi isi dalam perjanjian juga menjadi hak dari para pihaknya menurut
asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diambil dari Pasal 1338
KUHPerdata ayat (1) yang mengatakan “Semua perjanjian yang dibuat sesuai
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”’?®
Namun asas kebebasan berkontrak memiliki batasan tertentu yang

melarang para pihaknya untuk membuat perjanjian yang berlawanan dengan
hukum, agama, ketertiban umum maupun kesusilaan yang berlaku di
masyarakat. Dalam perjanjian, asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi
dari perjanjian yang dibuat. Asas ini memberikan kebebasan kepada para
pihaknya untuk dapat melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu:

a. Membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;

b. Melakukan perjanjian dengan siapapun orangnya;

c. Menetapkan isi dalam perjanjian, sistem dalam pelaksanaannya dan

juga persyaratannya;
d. Menentukan bentuk perjanjian, baik tulis atau lisan.*°

2. Asas Konsensualisme (Concensualism)

Lahirnya suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak terkait suatu hal pokok dalam perjanjian yang dibuat bersama, hal ini

28 Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 13.
29 Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 332.
% Salim, Hukum Kontrak, 9.
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disebut dengan konsensualitas. Kata ‘konsensualitas’ atau ‘konsensualisme’
dalam Bahasa Latin yakni ‘consensus ’ yang artinya sepakat. Pada dasarnya suatu
perjanjian lahir sejak tercapainya sebuah kesepakatan, yang artinya kedua belah
pihak menginginkan hal yang sama sebagai timbal-baliknya dan perjanjian
tersebut dianggap sudah sah.

Mengacu dari Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1), salah satu syarat sahnya
suatu perjanjian adalah dengan adanya sepakat dari para pihak yang
mengikatkan dirinya. Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian
tidak dapat dilakukan jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam
perjanjian tersebut. Adanya kata sepakat dalam perjanjian membuat perjanjian
tersebut dianggap ada dan sudah memiliki akibat hukum yang mengikat bagi
para pihak. Perjanjian tersebut harus dilakukan berdasarkan persetujuan tanpa
dipengaruhi dengan adanya cacat kehendak (wilsgebreke). Cacat kehendak yang
dimaksud dalam KUHPerdata (BW) meliputi tiga hal, yaitu:3!

a. Kesesatan (Dwaling) dalam Pasal 1322 KUHPerdata;
b. Paksaan (Dwang) dalam Pasal 1328 KUHPerdata;
¢. Unsur penipuan (Bedrog) dalam Pasal 1323 KUHPerdata.

Apabila dari kata sepakat para pihak terdapat cacat kehendak, maka
keberadaan dari perjanjian itu sendiri akan terancam. Pemahaman dalam asas
konsensualisme tidak hanya tertuju pada kata sepakat saja, melainkan dapat

diperhatikan atas syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang juga

31 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,
(Jakarta: Kencana, 2010), 112.
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harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka suatu
perjanjian yang terjadi akan menjadi sah.®?

Menurut Donald Harris, dengan adanya kata sepakat atau
konsensualisme dari para pihak akan menentukan bahwa telah terjadi perbuatan
hukum di antara keduanya.®® Suatu perjanjian yang sudah dinyatakan sah dengan
adanya asas konsensualisme dalam perjanjian akan menimbulkan suatu janji
yang membuat para pihak memiliki keinginan untuk melakukan prestasi dan
saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya. Prinsip konsensualisme
lahir atas kemauan dari para pihak untuk bertemu. Hukum kontrak modern
menjadikan prinsip konsensus menjadi inti dan juga dasar dari suatu konsep,
sehingga kehendak para pihak dalam perjanjian menjadi poin penting dari
prinsip konsensualisme ini.

Pada awalnya Hukum Jerman tidak mengenal istilah hukum perikatan,
tetapi lebih mengenal dengan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil
adalah perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara kontan (istilah dalam
hukum adat) atau nyata, sedangkan perjanjian formal ialah perjanjian tertulis
yang dibuat sebagai akta otentik atau akta dibawah tangan. Asas konsensualisme
tidak sepenuhnya diilhami oleh hukum Romawi dan hukum Jerman, yang mana
hukum Romawi telah mengenal lebih dulu prinsip asas konsensualisme yang
dikenal dengan istilah azaz contractus verbis literis dan contractus innominate

dengan ketentuan apabila suatu perjanjian memenuhi bentuk yang telah

32 Hernoko, Hukum Perjanjian Asas, 112-113.
3 Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., Contact Law Today, (Anglo-French Comparison,
Clarendon Press, Oxford, 1989), 17.
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ditentukan, maka perjanjian tersebut dianggap telah terjadi. **

Suatu pengecualian terhadap Undang-Undang yang menetapkan sahnya
suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau dengan akta notaris.® Pada
dasarnya, perjanjian dalam konsep KUHPerdata bersifat obligatoir, sehingga
dalam beberapa perjanjian disamping ada persesuaian pernyataan kehendak
antara satu orang dengan pihak lainnya, dalam perjanjian tersebut juga harus ada
penyerahan nyata atas barang tersebut, sebagai contoh dalam perjanjian hutang
piutang.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau asas kekuatan mengikat (the binding
force of contract) adalah asas yang memiliki kekuatan untuk mengikat seseorang
pada suatu perjanjian, memberikan kepastian hukum kepada para pihaknya yang
mengadakan perjanjian, sehingga para pihaknya memiliki hak dan
kewajibannya.*® Asas kekuatan mengikat tercantum dalam Pasal 1338
KUHPerdata ayat (1) bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Artinya berlakunya
perjanjian yang sah hanya untuk pihak yang bersangkutan yang mana para

pihaknya harus tunduk pada pokok dalam kontrak yang sudah dibuat berlaku

34 Ridwan Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM, Vol. 18 (2011): 43-44 https://journal.uii.ac.id/lUSTUM/article/view/7232.

% Devi Ana Istoati dan Lathifah Hanim, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa
Menyewa Rumah,” in Prosiding Seminar Nasional : KIMUH: Konstelasi limiah Mahasiswa
Unissula Hukum, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 271, accessed May, 15, 2023,
https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/17911/6054.

3 Zakiyah, Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo,
2015), 21.
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seperti berlakunya undang-undang.®’

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (2) menyatakan bahwa
“Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah
pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”
Maknanya perjanjian yang sudah dibuat bersama tidak dapat ditarik kembali
selain dengan kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang
ditentukan oleh undang-undang. Asas pacta sunt servanda sangat berkaitan
dengan akibat adanya perjanjian yang mengikat para pihaknya saat melakukan
perjanjian.®

Hasil dari kesepakatan bersama dalam perjanjian menimbulkan
kekuatan yang mengikat dari perjanjian tersebut, hubungan hukum yang
disepakati bersama menjadi hukum baginya. Dalam pelaksanaannya para pihak
harus memenuhi atau menaati kewajiban moral serta kewajiban hukum. Bahkan
menurut asas pacta sunt servanda, hakim atau pihak ketiga tidak diperbolehkan
mengintervensi isi dari perjanjian tanpa adanya persetujuan pihak yang
bersangkutan.®® Hakim hanya dapat memutus suatu putusan apabila terjadi
perbedaan pendapat antara para pihak atau terdapat sengketa dan menghukum
pihak yang bersalah karena para pihak terikat oleh suatu perjanjian yang

mempunyai kepastian hukum atau kekuatan mengikat.

3 Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan
Perjanjian”, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2 (2023): 116 https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318

38 Hernoko, Hukum Perjanjian Asas, 131.

% Ridwan Khairandy, “Kewenangan Hakim Untuk Melakukan Intervensi Terhadap Kewajiban
Kontraktual Berdasarkan Asas I’tikad Baik”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 7 No. 15
(2016): 96, https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss15.art8
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4. Asas I’tikad Baik (Good Faith)

Dalam berbuat atau tidak berbuat dalam suatu perjanjian, semuanya
harus dalam berupa prestasi yang baik dengan mematuhi norma-norma
kesusilaan. Asas bahwa para pihaknya wajib untuk beri’tikad baik menurut Pasal
1338 KUHPerdata ayat (3), “Persetujuan harus dilakukan dengan i’tikad
baik."*® Beri’tikad baik dalam perjanjian berarti harus dilandasi oleh
kepercayaan atau keyakinan yang kuat para pihaknya dengan tidak
menyembunyikan sesuatu. Dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran adalah
sifat yang dianjurkan dan penting bagi masing-masing pihak, kejujuran terletak
pada apa yang dilakukan kedua belah pihak. Kejujuran tidak hanya dilakukan
dalam pelaksanaan perjanjian saja, tetapi juga diwujudkan dalam pelaksanaan
isi perjanjiannya. Melihat dari ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”
Pengertian I’tikad baik dalam perjanjian mengandung dua makna, yakni I’tikad
baik pra kontrak atau I’tikad baik subjektif adalah I’tikad yang dilakukan para
pihak pada saat negosiasi dilakukan, sehingga mengandung makna kejujuran;
dan I’tikad baik pelaksanaan kontrak atau I’tikad baik objektif dilakukan untuk
menilai keadaaan sesuai dengan norma kepatutan dan keadilan dalam

masyarakat didasarkan kepada kerasionalan, kepatutan serta keadilan.*

40 Soimin, Kitab Undang-Undang, 332.
41 Lukman Santoso, Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya,
(Media Pustaka: Yogyakarta, 2019), 69.
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B.

Pengalihan Piutang (Cessie)
1. Pengertian Pengalihan Piutang (Cessie)

KUHPerdata tidak mengenal istilah cessie, melainkan
pengalihan/penyerahan utang-piutang atas nama yang disebutkan dalam Pasal
613 ayat 1 KUHPerdata bahwa, “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama
dan barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta
otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang
itu kepada orang lain.” Yang dimaksud dengan “benda tak bertubuh” adalah
tagihan atas nama.*? Menurut Black’s Law Dictionary, Kata cessie berasal dari
Bahasa Latin yaitu “cession” artinya pelepasan, pengalihan atau penugasan
suatu utang yang dilakukan dengan jalan dari sebuah akta otentik atau akta di
bawah tangan.*®

Cessie menurut Mariam Daruz Badrulzaman merupakan suatu perjanjian
dimana kreditur baru mengalihkan piutang atas nama kepada pihak ketiga.
Pengalihan piutang tersebut dilakukan atas dasar atau harus didahului dengan
suatu hubungan hukum yaitu perjanjian obligatoir. Pengalihan piutang tidak
perlu adanya pemberitahuan kepada debitur/cessus/yang berutang menurut
Mariam Daruz Badrulzaman.*

Adapun menurut Suharkono, ia berpendapat bahwa dalam konsep cessie,

debitur dianggap selamanya bersifat pasif karena hanya diberitahukan tentang

42 Rachmad Setiawan dan J. Satrio, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, (Jakarta: Gramedia, 2010),

40.

43 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St.Paul: West Pusblishing, 1968), 289.
4 Mariam Daruz Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia, (Bandung:
Ikapi, 1984), 105-106.
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adanya penggantian kreditur dan utang piutang yang beralih tidak akan terhapus
melainkan hanya beralih secara keseluruhannya kepada kreditur baru.®®
Begitupula menurut pendapat Subekti, bahwa pengalihan piutang secara cessie
adalah cara pemindahan hak piutang atas nama yang mana piutang tersebut
dijual kepada pihak ketiga atau kreditur baru, akan tetapi hubungan hukum dari
uang piutang tersebut tidak akan terhapus hanya dipindahkan saja kepada

kreditur baru.*®

2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Cessie

Berangkat dari pengertian cessie, pihak-pihak yang terlibat dalam konsep

cessie, antara lain:

a. Cedent adalah pihak atas seorang atau lebih yang menyerahkan tagihan
utangnya atas nama (kreditur asal);

b. Cessionaris adalah pihak yang menerima penyerahan sebagai kreditur
baru untuk menagih utangnya kepada debitur, baik seorang maupun
lebih;

c. Cessus merupakan pihak baik seorang atau lebih yang memiliki utang

(debitur).

3. Syarat Sah Cessie
Beberapa syarat sahnya pengalihan piutang secara, yaitu:

a. Cessie harus dibuat dengan cara tertulis melalui akta autentik atau

4 Suharkono, Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005), 101.
46 Subekti, Hukum Perjanjian, 71.
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dengan akta dibawah tangan, karena cessie harus dilakukan dengan
adanya akta cessie sesuai Pasal 613 KUHPerdata.*’

b. Akta cessie tersebut harus diberitahukan kepada debitur. Tujuannya
agar debitur mengetahui kreditu barunya dan memudahkan kreditur
baru itu sendiri dalam menagih hutang tersebut.

c. Kreditur lama yang mengalihkan seluruh tagihan kepada kreditur baru,
harus menyerahkan semua barang gadai yang dimilikinya kepada
kreditur baru dan sudah harus didaftarkan atas hipotek tersebut dengan
nama kreditur baru ke badan pertanahan. Prosedur ini hanya berlaku

pada pengalihan piutang atas nama.*8

4. Objek Cessie
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata, ditinjau dari
aspek penagihannya cessie terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Objek tagihan atas nama (schuldvordering op naam); ialah tagihan atas
nama kreditur karena debitur membayar utangnya kepada kreditur yang
namanya tertulis dalam surat piutang.

b. Objek tagihan atas tunjuk (vordering aan toonder); secara yuridis
tagihan atas tunjuk ini dilakukan dengan cara menyerahkan suratnya
berupa saham atau tunjuk dan lain sebagainya kepada kreditu baru.
Tagihan ini tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagih melainkan

tagihan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang menunjuk surat tagihan

47 Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, 13.
48 Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, 12-13.
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tersebut.

c. Objek tagihan atas order (order papier); merupakan tagihan yang yang
menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh
kreditur tersebut untuk dapat dialihkan kepada orang lain dengan cara

endossment.*®

5. Mekanisme Cessie

Cessie merupakan perbuatan hukum antara kreditur lama dengan kreditur
baru. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh dua subjek hukum, yaitu pihak
yang mengalihkan hak tagih atas piutang dan pihak yang menerima peralihan
piutang atau yang disebut dengan hak tagih. Jika timbul masalah dalam utang
piutang yang mana debitur ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak kreditur
dapat mengalihkan tagihan atas nama kepada kreditur baru. Akan tetapi, kreditur
harus memberitahukan kepada debitur bahwa akan dilaksanakan cessie sebagai
syarat utama keabsahan cessie.>°

Dalam KUHPerdata, cessus atau debitur tidak diperlukan persetujuan atas
cessie yang dilakukan oleh cedent dan cessionaris. Pengalihan piutang secara
cessie tersebut dianggap sah selama telah diberitahukan kepada debitur, namun
akan lebih baik jika disetujui atau diakui secara tertulis. Cessie yang tidak
diberitahukan kepada debitur, membuat cessie tersebut tidak memiliki akibat
hukum bagi para pihaknya sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata®!. Di

sisi lain pemberitahuan cessie kepada debitur hanyalah suatu formalitas untuk

49 Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, 9.
%0 Setiawan, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, 46.

51 Soimin, Kitab Undang-Undang, 176.
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melengkapi prosedur cessie tersebut, akan tetapi dengan adanya akta pengalihan
secara tertulis, maka pengalihan piutang secara cessie tersebut dianggap telah

selesai dan mengikat para pihaknya.>?

C. Figih Muamalah Maliyah

1. Hiwalah
a. Pengertian Hiwalah

Konsep cessie atau pengalihan piutang pada suatu perjanjian juga dapat
ditemukan dalam figih muamalah maliyah, karena konsep cessie memiliki
kesamaan dengan istilah yang dikenal untuk pengalihan piutang perspektif
figih muamalah maliyah yang disebut dengan Hiwalah. Hiwalah merupakan

salah satu akad yang dipraktikkan di Lembaga Keuangan Syariah.

Secara bahasa Hiwalah artinya adalah Al-Intigaal (Jl&sY!) atau dalam
bentuk turunannya berasal dari kata Haala Asy-Syai’ (wd\ Jlé), Haala ‘anil

‘ahdi (,\4?.;3\ o JL;) atau Tahawwala (J}’i) yang artinya berpindah dari satu

tempat ke tempat yang lain.>® Kata Hiwalah dapat dibaca dalam dua bentuk,

yang pertama diucapkan dengan tanda baca fathah pada huruf ha sehingga

dibaca Hawalah (3355-) atau yang kedua dengan tanda baca kasroh pada huruf

52 Setiawan, Penjelasan Hukum tentang Cessie, 60.
%3 Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, 34.
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ha dibaca Hiwalah (53\%). Ulama madzhab Hanafiyah menyatakan

pendapatnya bahwa pengertian dari hiwalah adalah®
G;m a3 ] cpah @63 e L) 5 aad) e CMY\ 3

“Menurut Hanafiyah hiwalah secara terminologi adalah pemindahan
hutang dari tanggungan lama ke tanggungan yang membayar utang.”

Secara istilah menurut Hanafiyah, hiwalah adalah memindahkan beban
utang dari tanggungjawab pihak pertama (yang berutang) ke tanggungjawab
pihak Kketiga (yang harus membayar utang) yang memiliki tanggungan untuk
membayar utang tersebut. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi’iyyah
hiwalah berarti memindahkan hak dari suatu dzimmah (tanggungan) ke
dzimmah yang lainnya. Menurut Zainul Arifin hiwalah merupakan suatu akad
pemindahan piutang satu pihak kepada pihak yang lain. Dengan begitu, pihak
yang berkaitan yaitu pihak yang berhutang (Muhil); pihak pemberi utang
(Muhal); dan pihak yang menerima pemindahan utang (Muhal ‘Alaih).>®

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian hiwalah adalah peralihan hak
penagihan utang piutang dari satu pihak ke pihak lainnya atau oleh pihak
ketiga, yang mana dalam hiwalah ini lebih menekankan kepada segi kewajiban
dalam membayar utang (dain).%® Maksudnya adalah bahwa pihak ketiga akan
menanggung pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua sesuai

kesepakatan yang dibuat. Definisi hiwalah juga dijelaskan dalam Undang-

54 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adilatuhu, Juz 5, (Beirut: Dar Al Fikr, 1985), 162.
55 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UGM, 2008), 253.
% Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, 35-36.
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Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,
bahwa hiwalah adalah suatu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang
kepada pihak lain yang wajib menanggung utang tersebut untuk dibayarkan.>’
Adapun konsep hiwalah memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya,
yaitu: Tolong menolong; Tidak boleh menimbulkan riba; dan Tidak digunakan

untuk transaksi dengan objek yang haram.

b. Rukun dan Syarat Hiwalah
Rukun dari hiwalah menurut ulama Hanafiyyah adalah:
1) ljab, suatu pernyataan melakukan hiwalah dari pihak pertama yaitu

Muhil (J=);

2) Qabul, pernyataan dalam menerima hiwalah dari pihak kedua yaitu

Muhtal (J=1) dan pihak ketiga ialah Muhal ‘Alaih («ds Jls),

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hiwalah harus dengan
persetujuan pihak muhal ‘alaiih adalah karena hiwalah merupakan bentuk dari
tindakan yang dilakukan kepada muhal ‘alaiih yaitu dengan cara memindahkan
kemudian mengalihkan utang tersebut ke dalam tanggungannya. Menurut
ulama Hanafiyyah hiwalah tidak akan sempurna tanpa adanya gabul serta
persetujuan dari muhal ‘alaih, karena nantinya muhal ‘alaih yang
berkewajiban untuk membayar utang. Bahkan keberadaan muhal ‘alaih
sebagai pihak yang berutang kepada muhil tidak merubah kewajibannya untuk

membayar utang.

57 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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Ulama Hanabilah dan ulama Zhahiriyyah, menyatakan bahwa dalam
hiwalah hanya ridha atau kerelaan dari pihak muhiil saja yang dijadikan syarat
atas dasar kemauan sendiri, sedangkan bagi pihak muhaal dan muhal ‘alaih
dengan sukarela harus menerima hiwalah tersebut. Menurut kedua ulama
tersebut, perintah untuk menerima hiwalah sebagaimana hadits yang dimaksud
dalam pensyariatan hiwalah adalah sifat wajib. Dalam hal ini, menurut
pandangan ulama Hanabilah pihak muhal dan muwuhal ‘alaih cukup untuk
mengetahuinya saja, tidak mengharuskan adanya persetujuan dari keduanya.
Tidak diharuskannya kerelaan serta persetujuan dari pihak muhal ‘alaih adalah
karena pihak muhiil bisa meminta sendiri haknya atau bisa dengan wakilnya
(yaitu muhaal yang posisinya untuk dapat menagih dan juga mendapatkan
haknya) kepada muhal ‘alaih.®

Menurut ulama Malikiyyah dan ulama Syafi’iyyah, Syarat sahnya
hiwalah hanya pada ridha dari pihak muhiil dan muhaal saja. Muhiil bebas
untuk menutup hutangnya sesuai kehendaknya sebagaimana muhiil dapat
melakukannya sendiri atau dengan melalui muhal ‘alaih. Sedangkan muhaal
memiliki hak yang mana hak tersebut berada di tanggungan mubhiil, sehingga
hak tersebut tidak dapat dialihkan atau berpindah tanpa ada persetujuannya.
Sedangkan persetujuan dan kerelaan muhal ‘alaih tidak termasuk pada sahnya
hiwalah, karena muhal ‘alaih adalah pihak yang berkewajiban untuk

menanggung hak dalam membayar utang.>®

58 Wahbah Az Zuhaili, Terjemahan Figih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 87.
%9 Az Zuhaili, Terjemahan Figih Islam, 88.
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Para pihak yang terkait dalam proses hiwalah antara lain: Muhil ialah
orang yang berhutang; Muhal ialah orang yang mempunyai hutang; sedangkan
Muhal ‘Alaih adalah orang yang membayarkan hutangnya ke Muhil atau orang
yang menerima hiwalah. Sedangkan muhal bih adalah utang itu sendiri.®® Bagi
para pihak yang melakukan hiwalah memerlukan syarat-syarat yang harus
dipenuhi adalah sebagai berikut:

a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum, yaitu baligh dan berakal.

b) Terdapat pernyataan persetujuan atau ridha.

Berkaitan dengan persetujuan atau adanya ridha dari pihak ketiga,
hanya ulama Hanafiyyah yang mensyaratkan diperlukannya persetujuan dari
pihak ketiga atau muhal ‘alaih, karena dalam membayar hutang hanya dapat
dibebankan kepadanya jika hiwalah disetujui oleh pihak ketiga. Sedangkan
ketiga madzhab lainnya yaitu ulama Syafi’iyyah, Malikiyah, dan Hanbali tidak
mensyaratkan hal tersebut, karena pihak ketiga dalam hiwalah dianggap
sebagai objek akad sehingga persetujuannya tidak dijadikan sebagai syarat
sahnya hiwalah.®*

Dari penjelasan berkaitan dengan rukun hiwalah yang dikemukakan

jumhur ulama di atas selain ulama Hanafiyyah, antara lain yaitu:
a) Muhiil sebagai pihak yang berutang (Al Madiin (;-+1')) kepada pihak

muhaal;

0 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya,
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 388.
61 Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk, 389.
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b) Muhaal sebagai pihak yang berpiutang atau pihak yang memberi
hutang kepada pihak muhiil;

C) Muhaal ‘Alaih ialah pihak yang harus membayar utang kepada
muhaal;

d) Muhaal bih adalah utang dari pihak muhiil ke muhaal atau juga dari
muhal ‘alaih kepada mubhiil;

e) Sighat, berupa ijab dan gabul.

Pengimplementasian pengalihan piutang atau hiwalah dalam perbankan
Syariah menggunakan ketentuan umum yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI
No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah dengan ketentuan®?:

a) Rukun hiwalah, antara lain:

(1) Muhil adalah orang yang berutang dan berpiutang;

(2) Muhal/Muhtal adalah orang berpiutang kepada muhil;

(3) Muhal ‘Alaih adalah orang yang berutang kepada muhil dan wajib
membayar utang kepada muhtal;

(4) Muhal bih adalah utang muhil kepada muhtal;

(5) Sighat.

b) Untuk melaksanakan suatu akad, harus dinyatakan pernyataan ijab
dan gabul oleh para pihak sebagai wujud dari I’tikad baik dari paha
pihaknya;

c) Kontrak atau akad harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan

komunikasi modern;

62 Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/1V/2000 tentang Hiwalah.
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d) Proses hiwalah harus dilakukan dengan adanya persetujuan dari
muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih;

e) Di dalam akad, harus dinyatakan secara jelas terkait kedudukan dan
kewajiban para pihaknya;

f) Pihak yang terlibat hanyalah muhal/muhtal dan muhtal ‘alaih, saat
telah terjadinya transaksi hiwalah dan hak penagihan muhal

berpindah kepada muhal ‘alaih.

Adapun akibat hukum dari terjadinya hiwalah, yaitu:

a) Menurut para jumhur ulama, orang yang berhutang memiliki
kewajiban untuk membayar hutangnya kepada orang yang
memberikannya pinjaman. Kewajiban dari pihak pertama kepada
pihak kedua untuk membayar utang otomatis terlepas.

b) Hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk
menuntut pembayaran hutang ke pihak ketiga.

c) Menurut Madzhab Hanafiyyah, hiwalah al-muthalagah terjadi
karena keinginan dari pihak pertama, sehingga hak dan kewajiban
antara pihak pertama dan ketiga dalam akad yang sudah

diperjanjikan sebelumnya masih tetap berlaku.%

c. Jenis-Jenis Hiwalah
Hiwalah dapat dikategorikan menjadi 3 macam, antara lain:

1) Berdasarkan jenis pemindahanny atau dari segi objek akadnya, yaitu

83 Syafa’atun Nur Inayah, “Hiwalah Dalam Keuangan Syariah,” OSF Preprints, V. 1 (2022): 270
https://doi.org/10.31219/osf.io/krfxm.
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hiwalah dayn (pemindahan kewajiban membayar utang); hiwalah
haqq (pemindahan hak untuk menuntut atau menagih piutang).

2) Berdasarkan rukunnya, yaitu: Hiwalah muthlagah (tidak ditegaskan
sebagai ganti pembayaran utang piutang atau pemindahan mutlak);
Hiwalah mugayyadah (sebagai ganti dari pembayaran utang atau
pemindahan bersyarat).

3) Berdasarkan imbalan (ujrah), yaitu: Hiwalah bighairi ujrah; Hiwalah

bil ujrah.%

2. Dasar Hukum Hiwalah
Hiwalah atau pengalihan piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan

sunnah hadits Nabi Muhammad SAW dan ijma’ sebagai bentuk dari
pengecualian dari adanya larangan dalam melakukan pengalihan atau
perpindahan utang terhadap utang.

a. Sunnah

Dasar dari pensyariatan hiwalah berdasarkan hadits Nabi
Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah

SAW bersabda,®

(bl olgy) 3l o s 2 2800 31056 ¢l alls
“Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh pihak yang mampu (orang

kaya) merupakan kezaliman dan apabila (utang) salah seorang di antara

% Devid Frastiawan Amir Sup, “Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam,” JURISPRUDENSI: Jurnal
llmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 11 (2019): 51
https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

8 Abu Qosim Sulaiman Bin Ahmad Thabrani, Al-Mu jam Al-Awsath Juz 8, (Kairo: Dar Harmin,
1415 H/199 M), 262.
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kamu dialihkan kepada pihak yang mampu, hendaklah ia mengikutinya. ”
(HR. Bukhari)

b. ljma’

Qﬁbwayﬁcw\gw\};u\ﬁg&@\yi@fm el Ll
Yoo 3 Y ) (305G Lyl g G e s Y c0LeN) 045 05l

66, dlod) Lo ]
Maksud dari pemikiran Wahbah Az Zuhaili di atas, berkaitan
dengan pensyariatan hiwalah berdasarkan ijma’ bahwa Jumhur ulama

bersepakat untuk memperbolehkan hiwalah, akad hiwalah diperbolehkan

pada utang yang tidak berbentuk barang (al- ‘ain (c»)')) karena hiwalah

adalah perpindahan atau pengalihan utang piutang yang mengandung arti

an-naglu (?}&)) atau at-tahwil (Jg;iﬁl\) berarti memindahkan atau

mengalihkan. Dalam artian, hiwalah dapat dilakukan terhadap harta yang
masih berbentuk utang, tidak bisa dilakukan terhadap harta yang sudah
menjadi barang (al-‘ain), pelaksanaan hiwalah terhadap al- ‘ain menjadi
tidak sah. Oleh karena itu, hiwalah diperbolehkan pada uang atau

kewajiban finansial, sehingga transaksinya lebih aman dan terjamin.

3. Kebijakan Pemimpin

Peradilan Agama dalam mempertimbangkan hukum maupun mengambil

keputusannya, merujuk pada hukum positif dan juga Hukum Islam. Dalam

8 Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 163-164.
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mengambil keputusannya hakim dapat menggunakan dasar hukum syara’, dari
Al-Qur’an, Hadits kemudian Qaul Fuqaha’ yang diterjemahkan menurut bahasa
hukum. Alasan dan dasar majelis hakim dalam memutus harus merujuk kepada
peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya yang dimaksudkan
sesuai dengan yang ketentuan yang berlaku.

Banyak dari kaidah figih yang berkaitan dengan kehidupan manusia
sehari-hari yang bertujuan untuk memudahkan manusia. Dalam suatu peradilan,
seorang Majelis harus mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan perkara
tersebut. Terdapat kaidah-kaidah figih yang berkaitan dengan kebijakan
pemimpin, yang hakim dalam memutuskan atau mempertimbangan hukum
harus memiliki dasar hukum dan tidak mengikuti keinginan sendiri. Kaidah figih

yang dapat digunakan berkaitan dengan kebijakan pemimpin yaitu:

inladly byt i) e U

(Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada
kemaslahatan)

Konsep dari kaidah tasharruf ‘ala al-raiyyah manutun bi al-mashlahah

di atas adalah bagaimana sikap yang harus diambil dan diterapkan oleh seorang

pemimpin ketika membuat kebijakan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan

bersama. Pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan harus mengandung

unsur-unsur kemaslahatan. Menurut Imam Nawawi, bahwa para ulama

memaknai arti dari para pemimpin adalah sebagai orang terpercaya, disiplin dan

67 Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, Al-Asybah Wan Nadha'Ir Fii Qawaid Wafuru'i Figh Al-
Shaafi, (Beirut: Darul Kutub Allimiyyah, 1403 H/1983 M), 121.

43



yang dapat diandalkan dengan kebaikan tanggungjawabnya terhadap semua
yang menjadi tanggungjawabnya. Para pemimpin wajib bertindak adil demi
kebaikan agama, dunia, dan segala hal yang berhubungan dengannya.5®
Adapun dasar hukum syara’ yang membahas atau berkaitan dengan
pertimbangan hukum seorang hakim sebagaimana yang difirmankan Allah SWT

dalam Surah An-Nisa/4: 59:

(08 1 sldl) 7 283 A3 U3l Iz 5l d i3asbl ki o301 G2
“Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,

dan ulil amri di antara kamu ...” (An-Nisa’: 59)

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam Tafsir as-Sa’dji,
yang merupakan seorang pakar tafsir pada abad 14 H. Beliau menafsirkan bahwa
Allah memerintahkan hambanya untuk taat kepada-Nya dan juga Rasul-Nya,
dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Taat kepada para
pemimpin, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan atau memiliki otoritas
atas manusia ialah penguasa, hakim dan para ahli fatwa atau mufti. Dalam hal
urusan agama dan dunia manusia, tidak akan berjalan dengan baik kecuali
dengan mematuhi dan tunduk pada para pemimpin adalah suatu sikap dalam
menaati perintah Allah. Akan tetapi jika para pemimpin memerintahkan kepada
arah kemaksiatan, maka tidak termasuk ke dalam ketaatan kepada Allah, karena

syarat taat dalam penafsiran As-Sa’di adalah yang diperintah para pemimpin

8 Abbas Arfan, 99 Kaidah Figh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi
Islam dan Perbankan Syariah, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 261.

44



bukanlah suatu kemaksiatan.

Kementerian Agama RI juga menafsirkan Surah An-Nisa ayat 59, bahwa
inti yang terkandung dalam ayat ini dimaksudkan agar penetapan suatu hukum
menjadi adil dan berjalan dengan baik, perlu untuk mematuhi terhadap siapa
yang menetapkan hukum tersebut. Selain itu dalam ayat ini, umat Islam
diperintahkan untuk menaati ketentuan atau putusan hukum yang muncul secara
hierarkis dari penetapan hukum Allah. Allah SWT memerintahkan umat
manusia untuk menaati perintah-perintah-Nya dalam Al-Qur’an, menaati
perintah Rasul-Nya, serta taat pada ketetapan yang dikeluarkan oleh penguasa
selama ketetapan tersebut tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.®

Dapat disimpulkan makna yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat
59 yang mengajak Kita untuk taat atau mengikuti keputusan hukum demi
kemaslahatan umum. Yang dimaksud dengan para pemimpin adalah orang-
orang atau para penguasa, hakim, dan ahli fatwa. Berlandaskan pada Surah An-
Nisa ayat 59, hakim sebelum menetapkan suatu putusan harus melakukan
pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut, sehingga apa yang menjadi

keputusan atau penetapan seorang hakim harus adil dan jelas kebenarannya.

4. Kaidah Figih Al-Ashlu fi al- ‘Aqdi Ridha al-Muta’aqidain wa Natijatuhu Hiya
Maa lltizamaahu bii at-Ta 'aqudi

a. Makna Kata “Ar Ridha”
Kunci dari kaidah figih ini terdapat pada kata “ridha”. Berdasarkan

8 Tafsir Web, diakses pada tanggal 01 Maret 2023, pukul 06.21 WIB, https://tafsirweb.com/1591-
surat-an-nisa-ayat-59.html.
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Kamus Al-Munawwir, secara etimologi kata “ridha” (L>,) berasal dari kata

radhiya-yardha-ridwanan (bb-nﬁ SR (s#) yang makna kata ridha sudah

diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang artinya suka, rela, senang, atau puas.
Secara terminologi, ridha berarti suatu keadaan dimana dapat menerima dengan
lapang dada atas segala karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Ridha dalam
perspektif figih muamalah adalah dimana seseorang harus menerima dengan
suka rela atas transaksi yang dilakukan dengan orang lain dalam sebuah akad

atau perjanjian.

b. Landasan Kaidah

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam suatu akad, dimana harus
berdasarkan pada prinsip ridha antara kedua pihaknya, yaitu:
1) Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah/5: 1:

(v sl) ..ol st ke 00 @i

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. ....”

Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ /4: 29:

P e 5 0556 T ol 1 a0l WIS Y e s

(Y4 1 sladl) L. Wiy 3K 0 ) 1K1 ol 5 288

“Hai, orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan
harta sesukamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dan suka sama suka (sama-sama rela) di
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
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’

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’

2) Hadits
Lo a1 JB e o Qbfw»:Jﬁng\gy\dww\w»
doner Um0 Bl el Flo oy 3gls etz oy 3l

70" ups,u; W R " N ade e & Jey JB 1 sk 5y

“Abbas Bin Al Walid Ad Dimasyqi telah memberitahukan kepada
kami, ia berkata: Marwan bin Muhammad telah memberitahukan
kepada kami, ia berkata: ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad telah
memberitahukan kepada kami dari Dawud bin Shalih Al Madini dari
bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa’id bahwa ia berkata:
Rasulullaah Shallaahu ‘Alaiihi Wa Sallam bersabda: “Sesungguhnya
Jual beli itu berlaku dengan saling ridha.” (HR. lbnu Majah, Baihaqi)

c. Makna Kaidah

Kaidah Figih yang berbunyi:
By su) L sy é;:qusﬂs oy Ml 3 Y
“Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang
mengadakan akad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang

diakadkan. "t

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa transaksi harus atas dasar
kerelaan kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, jika
tidak maka akad dianggap tidak sah. Jika salah satu pihak tidak menyetujui

akad tersebut maka akad tidak sah atau batal. Sudah menjadi prinsip dasar

0 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwini, Sunan lbnu Majah, Jilid 2, (Beirut: Dar Al Kitab
Al Banahi, t.t), 737.
I Fathurrahman Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 177.
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bahwa dalam transaksi harus ada keridhaan dari kedua belah pihaknya, agar
transaksi menjadi sah.

Salah satu rukun dari akad adalah adanya sighat berupa ijab dan gabul,
dimana suatu akad dikatakan tidak sah apabila sighat tersebut tidak dipenuhi.
Adanya ijab gabul merupakan suatu sebab yang menghendaki keberadaan kedua
pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam akad. Kedua pihak yang terikat
dalam perjanjian atau akad tersebut harus dengan syarat saling rela atau ridha,
karena merupakan salah satu syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Adanya

ridha dari kedua pihak tersebut menjadi prinsip yang penting untuk diterapkan.
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BAB Il

PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor
128/PDT.G/2020/PTA.Sby Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Yang
Objeknya Dibebankan Hak Tanggungan Bagi Debitur Wanprestasi

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan negara bertugas untuk
melaksanakan sistem peradilan guna menjaga kepatuhan terhadap hukum dan
keadilan sesuai dengan Pancasila. Dalam hukum perdata formil, tujuan dari suatu
kasus perdata adalah mencapai keputusan yang adil, sehingga baik pihak penggugat
maupun pihak tergugat berhak mendapatkan perlindungan hukum atau bantuan
hukum. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata mengatur tata cara bagi
pihak yang terlibat dalam persidangan dan cara pengadilan menyelesaikan kasus
perdata. Putusan pengadilan menjadi harapan besar bagi pihak yang terlibat dalam
kasus perdata, karena putusan tersebut memungkinkan penyelesaian yang baik bagi
perkara mereka’?.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor
128/Pdt.G/2020/PTA.Sby penulis akan mengkaji dari yang pertama mengenai dalil
eksepsi Tergugat . Berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I, materi yang menjadi dalil
eksepsi tersebut sudah menjadi materi dalam gugatan sehingga mengakibatkan

eksepsi tidak berdasar dan harus ditolak. Dalil eksepsi dari Tergugat | menyatakan

2 Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap
Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik,”
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Volume 3, Nomor 1 (2017): 111
https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/47/54.
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bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil serta kabur (Obscuur Libel)
karena apa yang didalilkan oleh Tergugat | dalam eksepsinya termasuk dalam
materi gugatan.

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat merupakan suatu pembelaan terhadap
materi pokok gugatan penggugat, yang mana eksepsi atau tangkisan adalah jawaban
yang secara tidak langsung menyangkut pokok perkara. Eksepsi harus memenuhi
syarat-syarat tertentu, yang mana eksepsi harus ditujukan pada hal-hal yang tidak
ada hubungannya dengan pokok perkara. Bantahan terhadap pokok materi dalam
pokok perkara, bisa jadi akan diajukan sendiri mengikuti eksepsi tersebut.”® Eksepsi
ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat atau formalitas
gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan cacat atau terdapat pelanggaran
formil.”

Gugatan obscuur libel atau disebut dengan istilah gugatan yang kabur,
tidak jelas, dan tidak pasti. Faktor-faktor yang menyebabkan kekaburan dalam
gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dalil gugatan tidak memiliki dasar peristiwa, dasar hukum dan objek
sengketa yang jelas. Gugatan di dalam surat penggugat dianggap tidak
jelas apabila tidak menyebutkan dasar peristiwa serta dasar hukum yang
jelas untuk memperjelas landasan hukum perkara tersebut dalam
mendukung putusan gugatan. Kekaburan objek sengketa sering terjadi

dalam kasus tanah karena batas-batas objek sengketa dan luas tanah yang

8 Kushianto dan Rina Melati Sitompul, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata, (Medan: Enam
Media, 2020), 43.
4 Mantili, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri, 115.
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dikuasai oleh tergugat tidak disebutkan dengan jelas dan rinci berdasarkan
fakta.

2) Ada kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam gugatan yang diajukan,
posita (pernyataan fakta) dan petitum (tuntutan) harus saling mendukung
dan tidak saling bertentangan. Dengan adanya posita maupun petitum yang
saling bertentangan dalam gugatan dapat dinyatakan tidak memiliki
landasan dasar hukum yang jelas. Petitum yang diajukan harus dapat
menyelesaikan sengketa yang diperlukan dalam gugatan. Posita yang
diajukan tidak mendefinisikan dasar hukum dan keadaan yang mendasari
gugatan atau dasar hukum itu ada tetapi tidak menafsirkan fakta kejadian
ataupun sebaliknya.

3) Petitum tidak rinci. Dasar yang diinginkan oleh penggugat harus diuraikan
secara rinci dan jelas. Jika petitum primair diuraikan secara rinci, maka
dapat digabungkan dengan petitum subsidair yang jelas atau dalam bentuk
kompossitur. Pelanggaran karena ketidakrincian petitum gugatan dapat
menyebabkan ketidakjelasan dalam gugatan tersebut.

4) Nebis in idem yang subyek dan objeknya sama. Nebis in idem merujuk
pada gugatan yang diajukan oleh penggugat yang sebelumnya sudah
mengajukan perkara dengan kasus yang sama dan putusan tersebut sudah
memiliki kekuatan hukum tetap atau final. Oleh karena itu, gugatan

tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.”

5 | Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti,
“Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di
Pengadilan Agama Badung,” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 2 (2020): 307-308
https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309
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Dalam putusan perkara yang diteliti menunjukkan bawah Para
Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama
Malang Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.MIg untuk menyatakan pengalihan piutang
(cessie) yang dilakukan Terbanding | dan Terbanding Il tidak sah dan batal demi
hukum serta menyatakan perbuatan keduanya merupakan perbuatan melawan
hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menetapkan
putusan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Malang pada tanggal
10 Maret 2020. Atas kasus sengketa ekonomi Syariah pada perkara dengan Nomor
putusan 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby berawal dari terjadinya peristiwa hukum antara
Pembanding Il dengan Terbanding | yaitu perikatan pinjam uang. Para Pembanding
mengajukan pembiayaan untuk modal usaha dengan Akad Pembiayaan
Murabahah. Pembiayaan murabahah tersebut diagunkan sebidang tanah berserta
bangunan rumah dengan akad wakalah sebagai jaminan dari akad murabahah.

Hubungan perikatan di atas merupakan perjanjian yang telah dibuat dan
sah dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, yang mana Para
Pembanding dan Terbanding | terikat dengan kata sepakat atas perjanjian/akad
murabahah yang berlandaskan pada asas konsensualisme dan juga asas pacta sunt
servanda. Sejalan dengan pendapat Donald Harris yang mengatakan bahwa adanya
konsensualisme atau kata sepakat dari para pihak akan menimbulkan dan
menentukan perbuatan hukum yang terjadi di antara keduanya.”® Maka atas akad
tersebut akan menimbulkan suatu janji yang membuat atau mendorong para

pihaknya berkeinginan untuk melakukan prestasi dan untuk saling mengikatkan

6 Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., Contact Law Today, 17.
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diri. Perjanjian yang diawali dengan kesepakatan bersama akan membuat kreditur
dan debitur terikat dengan ketentuan-ketentuan atau pokok-pokok dalam perjanjian
yang sudah dibuat bersama dengan memperhatikan keselarasan asas-asas hukum
perjanjian yang berkaitan.

Proses perikatan yang terjadi antara Para Pembanding yang semula adalah
Para Penggugat dengan Terbanding | semula Tergugat I tidak berjalan lancar karena
adanya permasalahan antara kedua belah pihak. Para Pembanding (debitur)
menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung melalui pengadilan yang
mengadili Terbanding | (kreditur lama). Dalam persidangan tingkat pertama,
majelis hakim menolak gugatan Para Pembanding atas gugatannya karena tidak
dapat menunjukkan bukti-bukti yang ada dalam dalil gugatannya. Oleh karena itu,
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan
pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga Majelis Hakim Tingkat
Banding mengemukakan argumentasinya sendiri atas pertimbangan hukum dari
putusan perkara a quo.

Sesuai dengan fakta dalam persidangan, Para Pembanding meminta
kepada pengadilan untuk membatalkan pengalihan piutang secara cessie yang
dilakukan antara Terbanding | dengan Terbanding Il (kreditur baru). Akad
pembiayaan murabahah yang diterima Pembanding 1l merupakan perjanjian
pokok, dalam hal atas pembiayaan murabahah tersebut memiliki jaminan hutang
yang dibebankan hak tanggungan, maka akad penjaminan tersebut bersifat
perjanjian tambahan atau accesoir yang melekat bahkan tidak dapat terpisahkan

dengan perjanjian pokok itu sendiri. Perjanjian atau akad merupakan aturan yang
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mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai
dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas pacta sunt servanda atau asas kekuatan
mengikat yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1). Sehingga apapun
yang tertuang dalam akad pembiayaan murabahah tersebut, para pihak harus
menaati ketentuan dalam pelaksanaannyaa. Asas pacta sunt servanda dibutuhkan
pada tahap sebelum membuat perjanjian terkait dengan niat baik dari subjek
perjanjian sebelum membuat dan mengesahkan dengan menandatangani perjanjian
tersebut. Sehingga Para Pembanding wajib menepati janji isi dari akad pembiayaan
murabahah untuk melunasi hutang.””

Pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet sudah berupaya untuk
menghubungi dan memanggil pihak nasabah untuk musyawarah bersama demi
mencari jalan keluar dari permasalahan kredit macet tersebut, akan tetapi nasabah
tidak mengindahkan panggilan tersebut. Dalam proses persidangan tingkat banding,
PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang sebagai Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) tidak terbukti memenubhi isi dari Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-
MUI/11/2005 tentang Konversi Akad Murabahah. Mengingat Fatwa DSN MUI
digunakan sebagai acuan dalam Perbankan Syariah, sehingga sudah seharusnya
sebagai lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang
dalam Fatwa DSN MUI. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berprinsipkan
Syariah, dalam menyelesaikan kredit macet dapat melakukan penjualan atas objek

murabahah yang nantinya hasil dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk

77 Bahri Syaeful dan Jawade Hafidz, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang
Dibuat Di Hadapan Notaris”, JURNAL AKTA, Vol. 4 No. 2 (2017), 155
http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777.
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melunasi sisa hutang Para Pembanding/nasabah sebagaimana yang tercantum
dalam Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad
Murabahah huruf a (iii), yaitu:"® “Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang
yang belum dilunasi, maka kelebihan dari hasil penjualan tersebut dapat
digunakan sebagai uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari
mudharabah dan musyarakah.”

Isi dalam somasi yang dikeluarkan oleh Terbanding I yang pada intinya
selain memberikan batas waktu untuk melunasi angsuran, dalam somasi juga
menyatakan bahwa Pembanding Il telah wanprestasi. Untuk menyelamatkan
pembiayaan murabahah tersebut bank melakukan pengalihan piutang kepada
Terbanding Il, sehingga hak dan kewajiban Terbanding | beralih kepada
Terbanding Il diikuti dengan objek yang diagunkan hak tanggungan. Berdasarkan
pertimbangan hakim dalam perkara a quo, perjanjian pengalihan hak atas piutang
sekaligus dengan beralihnya objek hak tanggungan secara cessie berdasarkan akad
pembiayaan musyarakah Nomor 140 kepada Terbanding Il harus batal demi hukum
karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada putusan a quo, majelis hakim mengacu berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, selain itu majelis hakim juga dapat menggunakan Pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai salah

8 Huruf a (iii) Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
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satu dasar hukum pertimbangannya. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa’®:
“Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank
Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui
pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela
oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik
agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.” Berdasarkan analisa atas
pertimbangan majelis hakim tersebut sebagaimana yang sudah penulis Kaji,
bahwasanya pengalihan piutang dengan akad musyarakah No. 140 harus batal demi
hukum adalah sudah sesuai. Pembelian agunan oleh bank baik dengan pelelangan
maupun di luar pelelangan bertujuan untuk membantu pihak bank dalam
menyelesaikan kewajiban nasabah dalam menerima fasilitas pembiayaan. Bank
hanya dapat membeli agunan yang pembiayaannya dikategorikan macet melebihi
batas waktu yang ditentukan.

Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah di atas berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: “Apabila debitur cidera janji,
pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual objek hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”®

0 Ayat (1) Pasal 40 dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
8 pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
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Ketentuan dalam Pasal 6 tersebut juga berkaitan dengan Pasal 20 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: “(2) Atas
kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak
Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan
dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”’%! Bahwa
dalam menyelesaikan kredit macet bank sebagai pemegang hak tanggungan
memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri dengan melalukan lelang di
muka umum atau di bawah tangan terhadap objek jaminan yang diagunkan hak
tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut tanpa harus ke
pengadilan terlebih dahulu.

Dalam KUHPerdata, terdapat unsur-unsur hapusnya perikatan atau
hapusnya perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPerdata Buku
I11 Bab IV. Meskipun dalam KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang
berakhirnya perjanjian, hapusnya perikatan juga merupakan ketentuan terkait
berakhirnya suatu perjanjian, karena perikatan pada umumnya lahir dari perjanjian
maupun dari perbuatan melanggar hukum. Beberapa cara hapusnya suatu perikatan,
yaitu: Pembayaran; Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan; Pembaruan utang; Perjumpaan utang atau
kompensasi; Percampuran utang; Pembebasan utang; Musnahnya barang yang
terutang; Berlakunya pembatalan atau kebatalan; Berlakunya syarat batal; dan

Lewat waktu.

81 pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
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Namun yang perlu diperhatikan dari hapusnya perikatan dan hapusnya
perjanjian, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Hapusnya suatu
perikatan belum tentu menghapus suatu perjanjian, kecuali jika semua perikatan-
perikatan yang ada pada suatu perjanjian telah dihapus, maka perjanjian akan
berakhir. Namun sebaliknya, dengan berakhirnya suatu perjanjian mengakibatkan
hapusnya perikatan-perikatan secara otomatis.

Suatu perjanjian dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu: Tujuan dari
perjanjian sudah tercapai; Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai
(Herrooeping) dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata; Adanya ketentuan undang-
undang yang dapat menentukan batas berlakunya suatu perjanjian; Ditentukan oleh
para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu; Perjanjian menjadi
hapus dengan terjadinya suatu peristiwa hukum, baik yang ditentukan oleh para
pihak maupun undang-undang; Perjanjian hapus karena keputusan hakim;
Pernyataan menghentikan perjanjian diputuskan baik dari kedua belah pihak
maupun oleh salah satu pihak.8

Berkenaan dengan perjanjian pokok yang dapat diikuti dengan perjanjian
tambahan atau yang bersifat accesoir, yang artinya hak tanggungan bukanlah hak
yang dapat berdiri sendiri, tetapi lahir, keberadaannya, eksistensinya atau hapusnya
hak tanggungan tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.
Keberadaan hak tanggungan ditentukan oleh piutang yang dijamin pelunasannya.

Demikian pula halnya dengan hak tanggungan yang otomatis terhapus, jika

8 Ficky Nento, “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum  Perdata,” LEX CRIMEN, Vol. 5 No. 6, (2016), 75
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/13471/13054.
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perjanjian pokoknya yang menimbulkan utang piutang hapus yang disebabkan
karena lunasnya hutang atau karena sebab lain. Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah®, hapusnya hak tanggungan adalah karena
adanya hal-hal sebagai berikut:

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan (konsekuensi

dari sifat accesoirnya);

2) Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;

3) Pembersihan hak tanggungan berdasarkan peringkat oleh Ketua

Pengadilan Negeri;

4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Sebagaimana yang telah diputuskan majelis hakim, bahwa perjanjian
pengalihan piutang atas nama tersebut harus batal demi hukum, maka dapat
mengakibatkan batalnya hak tanggungan yang merupakan perjanjian accesoir yang
ikut beralih. Hal ini karena hak tanggungan merupakan jaminan atas tanah yang
didasarkan pada perjanjian utang-piutang. Sehingga posisi dari objek hak
tanggungan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Oleh karena itu,
majelis hakim mengharuskan para kreditur untuk mengembalikan objek hak
tanggungan tersebut ke posisi semula. Maksud dari perjanjian batal demi hukum

adalah bahwasanya suatu perjanjian yang tidak sah atau tidak berlaku karena

8 pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
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bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga perjanjian tersebut dianggap
tidak pernah ada dan juga tidak mengikat bagi para pihaknya.

Perjanjian pengalihan piutang atas nama menjadi hapus karena adanya
keputusan hakim sebagaimana dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Meskipun
perjanjian tersebut awalnya sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari
pengalihan piutang atas nama, namun kemudian menjadi tidak sah karena
keputusan hakim di pengadilan. Sedangkan sifat dari hak tanggungan yang
merupakan accesoir, sudah menjadi konsekuensi dari sifat accesoir tersebut apabila
utang itu menjadi hapus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang sudah
dijelaskan di atas, apabila mengkaji kembali kepada perjanjian sebagaimana
ketentuan yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 49 Pasal 18
huruf a sebagai perjanjian pokok. Dalam pasal ini tercantum pernyataan dari pihak
kedua/debitur yang menyatakan bahwa: “a. Bilamana pembiayaan tidak dibayar
lunas pada waktu yang ditetapkan dan tidak dimungkinkan terpenuhinya
kewajiban, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh jaminan
sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka
umum, untuk dan atas nama permintaan Pihak Pertama dan atas keikhlasan sendiri
tanpa paksaan, Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan
menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana yang tersebut dalam

Pasal 15 dari akad ini.”
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Salah satu pasal yang tertuang dalam pembiayaan murabahah tersebut
sudah tertulis dengan jelas bahwa pembiayaan murabahah tersebut dapat menjadi
acuan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Jika sebelumnya hapusnya perjanjian
pengalihan piutang atas nama batal demi hukum karena keputusan hakim di
pengadilan. Yang mana sesuai dengan asas umum dalam hukum yang dimaksud
dengan asas legalitas yakni asas lex specialis derogate legi generali. Asas ini
berlaku untuk suatu kepastian hukum, yang berarti apabila terdapat ketentuan yang
bertentangan di antara kedua peraturan tersebut, sebagaimana pengertian dari asas
lex specialis derogate legi generali yang berarti bahwa aturan yang lebih khusus
(lex specialis) mengesampingkan aturan yang lebih umum (lex generali) karena
lebih spesifik.84

Dalam konteks penyelesaian sengketa ini, seperti salah satunya kredit
macet dapat dilakukan dengan menerapkan asas lex specialis derogate legi
generali. Dalam hal ini peraturan yang bersifat khusus adalah perjanjian kredit atau
pembiayaan itu sendiri, sedangkan aturan yang bersifat umumnya adalah
KUHPerdata. Hal ini dikarenakan, perjanjian kredit dibuat secara khusus untuk
mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Jika terjadi sengketa ekonomi yang merujuk kembali pada perjanjian
kreditnya, maka pengadilan akan menerapkan ketentuan yang di atur dalam
perjanjian kredit tersebut. Penerapan asas lex specialis derogate legi generali tidak

akan berlaku apabila ketentuan dalam perjanjian bertentangan dengan asas-asas

8  Wikipedia, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB,
https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali.
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hukum yang berlaku. Maka pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut.
Penyelesaian sengketa ekonomi, terutama dalam hal kredit macet, harus dilakukan
dengan adil dan sesua dengan hukum yang berlaku.

Di lain dari undang-undang tersebut, dikenal pula dalam hukum perdata
istilah asas pacta sunt servanda. Asas ini yang menjadi dasar suatu perjanjian sah
atau tidak, karena perjanjian adalah hak kedua belah pihak atau dengan kata lain
perjanjian kedua belah pihak adalah hukum bagi mereka yang melakukan
perjanjian. Oleh karena perjanjian kredit atau pembiayaan merupakan perjanjian
yang dibuat oleh kreditur dan debitur, hakim harus menghargai dan tidak
bertentangan dengan perjanjian tersebut. Jika para pihak sudah berjanji dalam suatu
perikatan jual beli, maka para pihak akan terikat oleh hukum bagi mereka yang akan
membawanya kepada suatu pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam pelaksanaan
perjanjian. Dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya, membenarkan apa yang akan mereka lakukan berupa
pemenuhan prestasi-prestasi antara kedua pihak, dengan syarat bahwa perjanjian
mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata Pasal 1320,
yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan causa yang halal.

Oleh karena pembiayaan murabahah tersebut diagunkan objek hak
tanggungan yang memiliki kepastian hukum. Pihak bank dapat menjual seluruh
jaminan sehubungan dengan pembiayaan murabahah yang mengalami macet akibat
tidak dibayarkannya hutang secara lunas oleh pihak debitur. Pengalihan piutang
oleh pihak bank memang dilakukan dengan melakukan penjualan, namun bank

melakukan transaksi jual beli piutang atau hak tagih atas nama kreditur dan
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mengalihkan hak tagih bank secara cessie yang beralih kepada pihak ketiga beserta
dengan beralihnya hak serta kewajiban bank dan juga objek jaminan debitur.
Dengan harga peralihan yang diberikan pihak bank sebesar Rp 164.872.241,00,
sehingga utang yang harus dibayarkan oleh debitur nantinya kepada kreditur baru
adalah sebesar Rp 164.872.241,00.

Dalam skema cessie, akibat hukumnya adalah sebagai berikut®: a) Piutang
berpindah dari cedent ke cessionaris. b) Setelah cessie terjadi, posisi cessionaris
menggantikan posisi cedent, yang berarti semua hak yang dimiliki oleh cedent
terhadap cessus dapat sepenuhnya digunakan oleh cessionaris. Sehingga
pengalihan piutang melalui cessie memberikan hak kepada cessionaris sebagai
kreditur baru terhadap debitur atau cessus, sehingga hubungan selanjutnya adalah
antara kreditur baru dengan semua konsekuensi hukum dari peralihan piutang
tersebut, memberikan hak kepada kreditur baru untuk mengajukan gugatan
terhadap debitur.

Berdasarkan pertimbangan hakim, mengacu pada Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400/K/PDT/2001 yang abstraksi
hukumnya menyimpulkan bahwa bank tidak memiliki hak untuk menjual atau
mengalihkan sendiri atas tanah yang dijaminkan kepada bank tanpa seizin pemilik,
pengalihan hak atas tanah berdasarkan kuasa mutlak adalah batal demi hukum. Oleh
karena Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang batal demi hukum, maka
Terbanding | serta Terbanding Il harus mengembalikan objek hak tanggungan

berupa sebidang tanah serta bangunan rumah pada posisi semula sebagaimana yang

8 Setiawan, Penjelasan Hukum tentang Cessie, 56-58.
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tercantum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 49 dan juga
mengembalikan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 459/2015.

Menurut penulis, pihak bank sebagai kreditur berhak untuk menjual objek
yang dijaminkan atau diagunkan hak tanggungan tanpa seizin pemilik, karena bank
adalah kreditur pemegang hak tanggungan yang memiliki kekuasaan sendiri untuk
menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum menurut peraturan
undang-undang yang berlaku.8 Selain itu juga, pihak nasabah/Pembanding dengan
tegas menyatakan dalam akad pembiayaan murabahah bahwa pihak pertama atau
yang dimaksud di sini adalah bank memiliki hak untuk menjual seluruh jaminan
apabila debitur/Pembanding tidak dapat membayar lunas atau tidak dapat
memenuhi prestasi dari pembiayaan murabahah tersebut. Sedangkan jika merujuk
kembali terhadap perjanjian kredit atau akad yang sudah dibuat bersama, apabila
telah sepakat bahwasanya apabila debitur wanprestasi, bank/kreditur dapat
mengalihkan sendiri tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan tanpa perlu seizin
pemilik.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai atas permintaan Para
Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan bahwa pengalihan objek hak
tanggungan yang dilakukan Terbanding I dan Il adalah perbuatan melawan hukum.
Oleh karena perkara ini berkaitan dengan akad pembiayaan murabahah dengan
akad wakalah yang mana kedua pihak baik Pembanding dan Terbanding | saling
terikat oleh akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati bersama. Sehingga

Para Pembanding memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, namun

8 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 359.
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Para Pembanding telah wanprestasi dalam akad tersebut. Maka pengalihan objek
hak tanggungan yang dilakukan Terbanding | dan Il tidak dapat dinyatakan sebagai
perbuatan melawan hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh
Terbanding I, dalam melakukan langkah-langkah serta tahapan yang konkrit sesuai
dengan prosedur berkaitan dengan Para Penggugat yang tidak memenuhi
kewajibannya dengan memberikan surat peringatan hingga somasi. Sehingga
majelis hakim menyatakan bahwa petitum angka 2 Para Pembanding dalam gugatan
tidak dapat diterima.

Meninjau atas pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa majelis
hakim sudah mempertimbangkan terlebih dahulu sebab dari petitum angka 2 dalam
gugatan tidak dapat diterima. Selain dikarenakan Para Pembanding yang telah
wanprestasi dalam proses akad pembiayaan murabahah tersebut, Para Pembanding
dalam mengajukan dalil gugatan di pengadilan tingkat pertama tentang perbuatan
melawan hukum yang ditujukan kepada Terbanding | dan Il tidak dapat
membuktikan dalil gugatannya. Penggugat yang menuntut suatu hak wajib
membuktikan adanya hak atau fakta yang menimbulkan hak itu. Sementara tergugat
yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) untuk membuktikan adanya
peristiwa atau membantah terhadap hak penggugat.

Dalam praktek peradilan perdata, apabila penggugat atau tergugat yang
dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan gugatan atau jawaban bantahan atas
gugatan, maka ia harus kalah dalam persidangan tersebut. Pihak yang mengajukan

suatu dalil, harus membuktikan dalil tersebut untuk mengalahkan atau
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menggugukan dalil pihak lawan.®” Maka atas pertimbangan hakim di atas, menurut
penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan gugatan atau tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat
dengan jumlah sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) petitum angka
5 dan gugatan uang paksa (Dwangsom) petitum angka 7, Majelis Hakim Tingkat
Banding menganggap tidak adil jika salah satu pihak (dalam hal ini Para
Penggugat/Para Pembanding) tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam
akad/perjanjian, kemudian diberi hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak lawan.
Dalam hal ini majelis hakim mengutip pernyataan M. Yahya Harahap dalam buku
“Hukum Acara Perdata” yang menyatakan, “bahwa seseorang tidak berhak untuk
menggugat apabila ia sendiri tidak dapat memenuhi apa yang menjadi
kewajibannya dalam suatu perjanjian. "®® Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat
yang meminta ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun perjanjian pengalihan piutang berdasarkan akad pembiayaan
musyarakah telah dibatalkan oleh majelis hakim, sedangkan Pembanding II lalai
dalam melaksanakan kewajibannya, maka Pemohon Banding harus dihukum
dengan pembayaran sisa hutang yang harus diserahkan sebesar 164.872.241,00
dengan perincian saldo pokok (Outstanding) pokok sejumlah Rp 80.164.073,00 dan
tunggakan bagi hasil sejumlah Rp 84.708.168,00.

Untuk bukti tertulis tambahan yang dilampirkan pada rangkuman/memori

banding Pembanding berupa fotocopy contoh perincian komputeris dan nasabah

87 Yulia, Hukum Acara Perdata, (Aceh: Unimal Press, 2018), 64.
8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 461.
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samsuri; laporan riwayat transaksi pembiayaan unit turen kabupaten Malang; dan
fotocopy tabungan BRI simpedes atas nama Moch. Nasar H., keduanya tidak
bermaterai dan tidak disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu, kedua barang
bukti tersebut tidak dapat memenuhi syarat formiil dan karenanya harus
dikesampingkan. Dalam pemeriksaan perkara perdata, sudah menjadi kewajiban
bagi kedua belah pihak untuk membuktikan atas kebenaran dari dalil yang
disampaikan oleh masing-masing pihak. Adapun bukti tertulis di atas merupakan
alat bukti tertulis berupa akta di bawah tangan, yang mana salah satu syarat
formiilnya adalah harus bermaterai.®® Setelah itu bukti fotocopy tersebut harus
dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya. Menurut penulis, oleh karena tidak
terpenuhinya syarat formiil tersebut maka majelis hakim mengesampingkan perihal
bukti tertulis tambahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan serta pendapat majelis hakim yang menjadi
suatu pertimbangan di atas merupakan suatu upaya dari seorang hakim untuk
memutuskan perkara dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan perkara di atas sebagai dasar hukum dalam penetapan hukumnya. Dalam
menetapkan putusan tersebut, majelis hakim dapat melakukan analisis dengan
cermat untuk menentukan asas yang digunakan atau pertimbangan yang sesuai
dengan kasus di atas. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan

hakim dalam putusan ini:

8 M. Yazid Bustami Dalimunthe, “Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara,”
Makalah Mahkamah Syariah Aceh, 17 April 2012, diakses 29 Juni 2023, https://ms-
aceh.go.id/data/artikel/Makalah%20-%20Y azid.pdf
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a) Isi perjanjian kredit atau pembiayaan. Apabila dalam perjanjian atau
pembiayaan mengatur suatu peraturan tertentu, maka hakim harus
menghormati ketentuan tersebut;

b) Undang-undang yang mengatur tentang kredit atau pembiayaan dapat
dipatuhi, apabila dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hal
tertentu yang lebih spesifik;

c) Undang-undang lain yang lebih relevan dengan kasus, dapat
dipertimbangkan oleh hakim dalam menggunakan undang-undang
tersebut;

d) Asas-asas hukum yang umum berlaku, yang perlu diperhatikan oleh
majelis hakim seperti asas pacta sunt servanda dan asas lex specialis
derogate legi generali.

Dalam perkara a quo, tagihan atas nama debitur mengetahui dengan pasti
siapa krediturnya. Salah satu karakteristik khas dari tagihan atas nama adalah
bahwa tagihan tersebut tidak memiliki bentuk fisik. Jika dibuatkan surat hutang,
surat tersebut hanya berfungsi sebagai bukti semata. Ini terjadi karena surat hutang
dalam bentuk apa pun bukan merupakan elemen penting dari tagihan atas nama.
Dengan demikian, jika tagihan atas nama diwujudkan dalam bentuk surat hutang,
penyerahan fisik surat hutang tersebut belum secara otomatis mentransfer hak tagih
yang dibuktikan oleh surat tersebut. Untuk mentransfer tagihan atas nama,
diperlukan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan

yurisprudensi disebut sebagai akta cessie.
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Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya Notaris sebagai pejabat
umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta Otentik yang berkaitan
dengan segala tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-
undang atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam akta
otentik. Tugas notaris mencakup menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, selama tugas pembuatan
akta tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang
ditentukan oleh undang-undang.

Notaris memiliki wewenang yang jelas yang diberikan oleh negara melalui
undang-undang untuk membuat akta otentik terkait dengan peralihan piutang
melalui proses cessie. Oleh karena itu, pembuatan akta cessie oleh notaris
merupakan kewenangan umum yang dimiliki oleh notaris. Dengan adanya akta
cessie dari notaris, dapat digunakan sebagai dasar atau bukti bahwa objek tersebut
telah dialihkan kepada kreditor baru. Namun, akta tersebut tidak dapat digunakan
sebagai dasar untuk proses pengalihan nama pada sertifikat tanah di Badan
Pertanahan Nasional. Akta yang dapat membantu dalam proses pengalihan nama
sertifikat adalah akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan bukan akta notariil.
Hal ini berlaku dalam konteks cessie.

Dalam cessie, hak milik dialihkan dan dengan pembuatan akta cessie,
penyerahan terhadap tagihan atas nama dianggap selesai. Proses cessie ini
dilakukan sebagai respons terhadap tindakan wanprestasi, di mana debitur tidak
dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit dan memilih

untuk pergi tanpa memberi kabar. Hal ini membuat kreditur, termasuk lembaga
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perbankan, terpaksa melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, salah satunya
melalui proses cessie sebagai opsi terakhir dalam perbankan untuk penyelesaian
piutang.

Langkah ini diambil karena tindakan wanprestasi tersebut memberikan
dampak negatif bagi kreditur, seperti terhambatnya aliran dana bank. Untuk
menutupi kekurangan tersebut, kreditur perlu segera mendapatkan dana sesuai
dengan jumlah hutang yang belum terbayarkan oleh debitur yang melakukan
wanprestasi. Objek jaminan yang dialihkan melalui cessie umumnya berupa
sertifikat tanah, dan sering kali diikuti dengan proses pengalihan nama sertifikat
dari nama debitur sebelumnya menjadi nama pihak kreditur yang baru (pembeli
cessie) untuk memastikan kepastian hukum. Namun, proses pengalihan ini
dilakukan di luar wewenang bank.

Ketika pihak kreditur berusaha untuk menyelesaikan kredit karena debitur
wanprestasi tersebut kepada pihak ketiga atau kreditur baru yang merupakan subjek
hukum perorangan atau kreditur non bank, hal ini memiliki kelemahan tersendiri
yaitu terbatasnya informasi dan juga pengetahuan maupun peraturan tentang kredit
serta apabila terjadinya kredit macet begitupun sebaliknya kecuali kreditur
memiliki faktor keuntungan ekonomis tersendiri. Namun melihat kreditur baru
yaitu dalam perkara ini adalah Terbanding Il dalam gugatan yang sudah memahami
hak dan kewajiban seorang kreditur dalam suatu perjanjian yang objek hak
tanggungan dijadikan sebagai jaminan, apabila debitur tidak membayar sisa
pelunasan kepada kreditur baru, maka jaminan tersebut akan dijual melalui

pelelangan. Biasanya, jual beli piutang secara cessie dengan pihak ketiga sebagai
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pembeli piutang memiliki niatan untuk menguasai atau memiliki asset dari jaminan
hutang tersebut.®

Sehubungan dengan hal di atas, maka dalam perspektif hukum positif,
maka akan menimbulkan dampak yang besar bagi kreditur. Perlu dicatat bahwa
pengalihan piutang ini terjadi sebagai bagian dari suatu perjanjian kredit, dan tidak
dapat dipisahkan dari pengalihan hak kreditur lama kepada kreditur baru terkait
jaminan fasilitas kredit. Tujuannya adalah melindungi hak dan kepentingan kreditur
serta memastikan pelunasan atas jumlah uang yang masih terhutang oleh debitur
kepada kreditur. Oleh karena itu, pengalihan piutang biasanya tidak berdiri sendiri,
melainkan terintegrasi dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit yang dibuat
oleh para pihak, dapat disepakati adanya jaminan yang diberikan oleh debitur guna
menjamin pelunasan tersebut.

Dalam suatu perjanjian kredit, umumnya terdapat ketentuan mengenai
penyerahan jaminan oleh debitur untuk menjamin hutangnya kepada bank. Pasal
1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua kebendaan seseorang, baik bergerak
maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan individu. Namun, dalam kepentingan
bank sebagai kreditur, biasanya diminta jaminan khusus kepada debitur untuk
menjamin pelunasan hutang debitur yang terkait dengan bank.

Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa adanya perjanjian

tertulis, baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan, merupakan

% Yogi Rahmadinata, “Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit
dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur,” Recital Review, Vol. 4 (2022): 31
https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.15273
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suatu keharusan mutlak dalam melakukan pengalihan piutang atas nama. Namun,
keberadaan perjanjian cessie yang dibuat, baik secara otentik maupun di bawah
tangan, tidak akan memiliki kekuatan mengikat atau memberikan konsekuensi
hukum kepada debitur jika tidak diberitahukan kepadanya atau tidak diakui atau
disetujui secara tertulis oleh debitur.

Berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata, terdapat
konsekuensi dari tindakan wanprestasi. Pihak yang berutang wajib memberikan
ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang berpiutang jika ia
menyebabkan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau tidak
merawat kebendaan tersebut sebagaimana seharusnya untuk menjaganya. Dengan
demikian, penting untuk memastikan bahwa perjanjian cessie telah diberitahukan
kepada debitur dan secara tertulis diakui atau disetujui olehnya agar memiliki
kekuatan hukum dan memberikan konsekuensi yang sesuai dalam konteks
pengalihan piutang atas nama.®

Selanjutnya Hak Tanggungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat
1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah hak jaminan yang diberlakukan
pada hak atas tanah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Tanggungan ini
mencakup tanah itu sendiri, serta benda-benda lain yang terkait dan membentuk
satu kesatuan dengan tanah tersebut. Tujuan dari Hak Tanggungan ini adalah untuk

menjamin pelunasan hutang tertentu, dan memberikan kedudukan yang diutamakan

91 Suadi, Cessie, Subrogasi, Novasi, 10.
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kepada kreditur tertentu dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya sebagai
bentuk perlindungan hukum kreditur.®?

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam
hal ini tidak hanya mengatur tentang Hak Tanggungan yang dapat diberlakukan
pada Hak Atas Tanah, tetapi juga terhadap benda-benda lain seperti bangunan dan
tanaman yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan oleh
debitur kepada kreditur. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum pertanahan di
Indonesia yang didasarkan pada asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini,
benda-benda yang berada di atas atau melekat di atas tanah secara hukum tidak
dianggap sebagai bagian dari tanah itu sendiri.®®

Berhubungan dengan peraturan yang di jelaskan di atas, dalam konteks ini,
ketika terjadi pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga melalui cessie, tidak
hanya piutang yang dialihkan, tetapi juga terjadi pengambilalihan hak dan
kewajiban bank, termasuk peralihan jaminan utang debitur. Pengalihan piutang
secara cessie tidak menyebabkan berakhirnya perikatan yang sudah ada antara
kreditur dan debitur. Perikatan yang telah terbentuk tetap berlaku dan mengikat baik
debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang. Dengan demikian,
yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan
perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur

baru.?*

92 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 361.

% Feronika Y. Yangin, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut
Pasal 613 KUH Perdata,” Jurnal Lex Privatum, Vol. 4 No. 5 (2016), 86
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12644

% Setiawan, Penjelasan Hukum tentang Cessie, 47.
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Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah,
peralihan hak tanggungan terjadi secara hukum. Oleh karena itu, tidak diperlukan
akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuktikan peralihan
hak tanggungan sebagai accesoir dari perjanjian pokok. Pencatatan peralihan hak
tanggungan dapat dilakukan di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan
akta pengalihan piutang (cessie) sebagai dasar peralihan piutang kepada kreditur
baru (cesionaris).

Pengalihan piutang (cessie) mengalihkan semua hak, kewajiban, dan
wewenang dari kreditur awal (cedent) kepada kreditur baru (cesionaris). Peralihan
piutang ini juga menyebabkan peralihan hak, kewajiban, dan wewenang terkait
perjanjian pengikatan jaminan, dalam hal ini hak tanggungan. Apabila hak
tanggungan tersebut digunakan untuk menjamin hutang kepada satu kreditur
berdasarkan perjanjian kredit, peralihan hak tanggungan dapat dilakukan dengan
mudah dan cepat karena melibatkan hanya satu pihak. Namun, jika jaminan hak
tanggungan digunakan untuk menjamin fasilitas kredit yang diberikan oleh lebih
dari satu kreditur, seperti dalam kredit sindikasi, proses peralihan piutang dan hak
tanggungan akan lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih lama karena
melibatkan banyak pihak.%

Peralihan hak tanggungan dilakukan oleh kreditur baru di kantor

pertanahan yang berada di wilayah hukum tempat objek jaminan hak tanggungan

% Widya Padmasari, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Piutang (Cessie)
Melalui Akta Notaris,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 2 Nomor 2 (2018), 273
https://doi.org/10.33474/hukeno.v2i2.1509
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terdaftar. Untuk melakukan peralihan ini, kreditur baru harus membawa dokumen-
dokumen terkait, termasuk identitas kreditur lama dan kreditur baru, Akta
Perjanjian Jual-Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) yang dibuat
di hadapan Notaris, serta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh debitur yang
sebelumnya berada di bawah penguasaan kreditur lama. Kantor pertanahan akan
melakukan beberapa langkah terkait dengan pendaftaran peralihan hak tanggungan.
Langkah-langkah tersebut meliputi pencatatan dalam buku tanah hak tanggungan,
buku-buku hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan, serta menyalin
catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah yang
bersangkutan.

Apabila hak tanggungan hanya digunakan untuk menjamin hutang kepada
satu kreditur berdasarkan perjanjian kredit, maka peralihan hak tanggungan relatif
dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena melibatkan sedikit pihak. Cara
untuk memperoleh hak milik atas suatu kebendaan hanya dapat dilakukan melalui
beberapa cara, yaitu melalui pemilikan, perlekatan, kedaluwarsa, pewarisan
berdasarkan undang-undang atau surat wasiat, serta penunjukan atau penyerahan
berdasarkan peristiwa perdata yang memindahkan hak milik oleh pihak yang

berhak secara bebas terhadap kebendaan tersebut.

B. Analisis Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Objeknya Dibebankan Hak
Tanggungan Bagi Debitur Wanprestasi Perspektif Figih Muamalah
Maliyah

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia membutuhkan banyak hal

termasuk bantuan dari orang lain agar dapat hidup dengan baik. Tidak hanya
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aktifitas jual beli sebagai salah satu contoh dari kegiatan muamalah dalam Islam,
utang piutang juga termasuk salah satu macam dari kegiatan muamalah. Islam
mengajarkan dalam melakukan perdagangan haruslah dengan sukarela, suka sama
suka, yang artinya aturan tersebut bertujuan agar kegiatan muamalah tersebut tidak
merugikan salah satu pihak sehingga membuat muamalah tersebut saling
menguntungkan kedua pihak. Saling tolong menolong menjadi salah satu prinsip
yang harus dimiliki oleh para pihaknya dalam bermuamalah.

Meninjau pada hubungan hukum perikatan yang terjadi antara
Pembanding 11 dengan Terbanding Il berupa akad pembiayaan murabahah, penulis

berpendapat bahwa kaidah fiqih Al-Ashlu fi al-‘Aqdi Ridha al-Muta’aqidain wa

Natijatuhu Hiya Maa lltizamaahu bii at-Ta’aqudi (336350 =2 KA 5] j)ﬁa%!\

,\ﬁ\ﬁ\g Ll 425395) sesuai dengan terjadinya hubungan perikatan antara

Pembanding Il dengan Terbanding 11, yang mana dalam pelaksanaan suatu transaksi
harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, maka atas kerelaan tersebut
pembiayaan dapat dinyatakan sah. Antara kedua belah pihak dalam membuat
perjanjian harus dengan rela atau suka sama suka (ridha) tanpa paksaan, penipuan
maupun merasa tertipu. Akad pembiayaan murabahah tersebut bisa menjadi batal
hukumnya apabila ketika akad berlangsung, apabila salah satu pihak merasa
dirugikan dari tindakan pihak lainnya, sehingga hilang keridhaannya dari perasaan

itu.% Sehingga dengan adanya prinsip keridhaan, segala resiko yang akan terjadi

% Azhari, Qawaid Fighiyyah Muamalah, 185.
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suatu hari nanti dalam perjanjian yang dibuat bersama para pihaknya harus
menerima hal tersebut.%’

Pada kasus dalam perkara nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang menjadi
pokok gugatan adalah terjadinya pengalihan piutang secara cessie terhadap agunan
hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan. Dalam pelaksanaannya suatu
pembiayaan yang dibebankan hak tanggungan bertujuan untuk menjamin
kelangsungan dan kesehatan bank serta untuk menjalankan prinsip perbankan yaitu
prinsip kehati-hatian. Akad dianggap sah dengan adanya ridha dari kedua belah
pihak, yang mana berkaitan dengan syarat-syarat dari para pihak dalam konsep
hiwalah. Apabila dalam hukum positif pengalihan piutang dapat dilakukan tanpa
adanya pemberitahuan kepada debitur meskipun tidak menimbulkan akibat hukum
bagi debitur. Lain halnya dalam konsep hiwalah, sebagaimana yang termuat dalam
Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah angka 3 (tiga) dan 4
(empat) bahwa proses hiwalah harus dengan pemberitahuan maupun persetujuan
para pihak yang bersangkutan. Fatwa tersebut berbunyi: “3. Akad dibuat secara
tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan sarana komunikasi
modern; 4. Hiwalah harus dilakukan dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan
muhal ‘alaih.”%®

Dalam konsep hiwalah, apabila pengalihan piutang tersebut tidak
diberitahukan kepada debitur dikhawatirkan akan menimbulkan unsur gharar atas

pengalihan piutang tersebut. Maksudnya adalah atas objek yang dialihkan atau

9 Mumud Salimuddin, “Kaidah Fikih Ekonomi Syariah,” Academia Edu, 2021, diakses 24 Juli
2023, 226, https://www.academia.edu/76375002/KAIDAH_FIKIH_EKONOMI_SYARIAH.
% Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/1V/2000 tentang Hiwalah.
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dipindahkan tersebut ditemukan unsur gharar seperti tidak diketahui objeknya
secara jelas, kemudian ketidakjelasan keberadaan dari objek hiwalah, atau objek
yang tidak dapat diserahkan secara langsung saat terjadinya transaksi hiwalah.
Terjadinya hiwalah harus dengan persejutuan semua pihak yang bersangkutan
seperti muhil (debitur), muhal/muhtal (kreditur), serta juga muhal ‘alaih (Kreditur
baru) dan kemudian dicantumkan secara tegas dalam akad pembiayaan.*®

Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No.
12/DSN-MUI/IV/2000 tentang hiwalah tersebut, bahwa dengan diberitahukannya
hiwalah kepada para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian menimbulkan suatu
akibat hukum bagi pihak lainnya tetapi juga menimbulkan hilangnya akibat hukum
bagi pihak lainnya juga. Sebagaimana muhil berkewajiban untuk membayar
hutangnya kepada muhal/muhtal, kemudian muhil mengalihkan hutangnya kepada
muhal ‘alaih, menyebabkan kewajiban dari muhil kepada muhal/muhtal untuk
membayar hutang terlepas dan mewajibkan muhal ‘alaih untuk membayar hutang
kepada muhal/muhtal. Terjadinya hiwalah inilah yang menyebabkan lahirnya hak
bagi pihak kedua yaitu muhal/muhtal untuk menuntut pembayaran hutang atas
pihak pertama/muhil kepada pihak ketiga/muhal ‘alaih.

Lain halnya dengan pendapat para ulama, adapun menurut ulama Syafi’i,
Maliki dan juga Hanbali, dalam melakukan hiwalah cukup dengan kesepakatan
serta ridha dari muhil dan muhal/muhtal saja tanpa perlu adanya persetujuan dari
muhal ‘alaih. Muhal ‘alaih sebagai pihak ketiga dalam akad hiwalah hanya

dianggap sebagai objek akad. Sehingga menurut ulama mereka tidak masalah jika

% Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/1V/2000 tentang Hiwalah.
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muhal ‘alaih tidak mengetahui hiwalah dan tidak dengan persetujuan muhal ‘alaih.
Sighat berupa dilakukannya ijab qabul hanya dilakukan oleh muhil dan
muhal/muhtal.’®® Maka hiwalah dengan adanya pemberitahuan dari semua pihak
yakni muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih maupun tanpa adanya pemberitahuan
dan persetujuan dari muhal ‘alaih sebagai pihak ketiga tidak akan membuat akad
hiwalah yang dilakukan batal atau tidak sah.

Hiwalah memiliki persamaaan dengan berbagai akad-akad yang lainnya
dalam beberapa hal, seperti hiwalah yang sama dengan memiliki persamaan dengan
akad jual beli perihal jual beli utang atau hak, hiwalah juga memiliki persamaan
dengan kafalah atau jaminan, persamaan dengan wakalah (perwakilan dalam
menerima pembayaran utang atau dalam membayar utang), dan seterusnya.
Kemiripan hiwalah diambil dari hukum-hukum yang memiliki kemiripan
sistemnya dengan berbagai akad tersebut.'%! Pengalihan piutang yang terjadi antara
kreditur lama dengan kreditur baru yang didasarkan atas suatu peristiwa perdata
yaitu perjanjian jual beli.

Dalam perspektif figih muamalah maliyah, pengalihan piutang dengan
konsep ini disebut dengan hiwalah al-mugayyadah yaitu pemindahan piutang oleh
satu pihak kepada pihak yang lain sebagai ganti dari pembayaran utang. Di satu sisi,
hiwalah al-mugayyadah merupakan hiwalah haqq karena mengalihkan atau
memindahkan hak dari muhaal yaitu kreditur lama kepada muhal ‘alaih yaitu

kreditur baru untuk menagih piutangnya. Apabila terjadi suatu pergantian individu

100 Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 163-164.
101 Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 172.
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dalam suatu hak yang terkait dengan hak tanggungan bukan dengan barang maka
disebut hiwalah haqg.

Terbanding 1l sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang
harus berhati-hati dengan kemampuan pihak yang berutang dalam membayar
utangnya. Hiwalah haqq serupa dengan cessie yang mana pemindahan hak untuk
menagih piutang. Hiwalah haqq diperbolehkan menurut ulama Hanafiyyah dan
Hanbali, selama landasan dari hiwalah haqq tersebut adalah kemutlakan
diperbolehkannya hiwalah dalam bentuk penjualan atau penukaran hutang dibayar
dengan hutang atau selain dengan hutang.1%2

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah, hiwalah haqq
tidak diperbolehkan. Keduanya berpendapat bahwa hiwalah hagqq merupakan
bentuk dari riba, karena mengandung unsur jual beli di dalamnya. Pihak yang
mengalihkan piutang dianggap telah menjual hak tagih kepada pihak yang
menerima pengalihan piutang, dalam hiwalah haqq menurut kedua ulama tersebut.

Menurut keduanya, hiwalah haqq bukanlah termasuk bentuk penjualan
utang dengan utang. Ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah memperbolehkan
menghibahkan utang kepada selain pihak yang berutang, dan menurut keduanya
terlihat akad hiwalah haqq dalam bentuk yang jelas dengan terpenuhinya syarat-
syarat hibah. Sementara, ulama Hanabilah tidak memperbolehkan menjual utang
dengan utang selain kepada al-madiin. Begitupula dengan ulama Hanafiyyah yang
tidak memperbolehkan kepemilikan atau penjualan utang selain al-madiin.

Menurut fugaha, hiwalah bukanlah suatu bentuk jual beli, melainkan sebuah akad

102 Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, 172.

80



tersendiri yang berbeda dari akad jual beli dalam hal syarat dan juga
konsekuensinya.

Sejauh dari apa yang diajukan dalam pertimbangan hakim dari perkara
nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh
majelis hakim, yang mana hakim berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut
dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan sengketa di atas.
Menurut penulis, apa yang dilakukan majelis hakim sebagai pemimpin dalam
persidangan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan demi

kemaslahatan umum yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) serta kepastian

hukum bagi para pihaknya sudah sesuai dengan kaidah bsis xed Je (32

asliad) L ’cp (Tasharruf ~ ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Mashlahah). Dengan

maksud para pihak yang bersangkutan harus menaati ketentuan serta putusan
hukum yang telah dijatuhkan hakim dalam persidangan.'®®

Kebijakan seorang hakim sebagai pemimpin dalam memutuskan suatu
perkara dapat disesuaikan pula dengan dalil hukum syara’ dalam Surah An-Nisa/4

ayat 59:
TS A U3l Jste bl sl st sl @t
Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu ..."

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam Kitab Tafsir As-Sa’di

103 Arfan, 99 Kaidah Figh, 262.
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menafsirkan makna yang terkandung dalam Surah An-Nisa’ ayat 59 agar lebih

mudah dipahami, yakni:%
J.»Tj ¢ \.a.@.;é olalg ¢ wr:.wl\j ;.,o,-\jj\ ¢ \.A",’JAT Jlzels d).sbj ¢ g.ﬁj,w) "A_C«Uaj axslly J,AT
(’;.:Z.:Mg Yol o cnzilly (&J—\j ¢ ;‘,ﬂi};\ oK U»L;J\ ul,c 3Nl 29 ¢ jeiﬂ\ L}jT islb,
‘lff‘:" O&J} ¢ odus Lo gv,.é)j ¢ dboasl r&: sLaYl (..@.E&UQ.; Y« (.AL:J.U (6 j.»f U»L;U
G e (3 Folsl Lol Yo ¢ i g al 0L ¢ A Bazas 19 ol Y O

“Dia memerintahkan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya, dengan mematuhi
perintah mereka, wajib dan dianjurkan, dan menghindari larangan mereka, dan
memerintahkan kepatuhan kepada mereka yang berwenang, dan mereka adalah:
penguasa atas manusia, dari penguasa, para hakim, dan mufti, karena masalah
agama mereka dan dunia mereka tidak baik bagi manusia kecuali dengan ketaatan
kepada mereka dan tunduk kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah, dan
keinginan untuk apa yang ada di sisi-Nya, tetapi dengan syarat bahwa mereka tidak
memerintahkan untuk mendurhakai Allah dengan kemaksiatan, dan jika mereka
memerintahkan itu, maka tidak ada ketaatan dari makhluk yang tidak taat kepada
Sang Pencipta.”

Makna yang terkandung dalam penafsiran Syaikh Abdurrahman bin
Nashir as-Sa’di menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut manusia diperintahkan
untuk taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, dan juga ulil amr berkaitan dengan
perkara yang sifatnya wajib dan anjuran serta meninggalkan apa yang dilarangnya.
Ulil amr adalah yang memegang urusan agama (yaitu ulama’) dan yang memegang
urusan dunia (al-umara, yaitu penguasa atau pemerintah, para hakim, dan para ahli
fatwa/mufti). Dalam urusan dunia, suatu penetapan hukum yang dibuat oleh ulil amr
bertujuan untuk ditaati selama penetapan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau

tidak mengarah pada kemaksiatan. Dalam penafsiran As-Sa’di, taat kepada ulil amr

104 Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsivi Kalam al-Mannan Karya
Al-Sa‘dr, Cet. 2 (Riyad: Dar As Salam, 2002), 198.

82



bukan sesuatu yang mutlak, tergantung bagaimana anjuran dari ulil amr yang
mengarah kepada kebaikan atau kemaksiatan. Hakim sebagai salah satu dari al-
umara yang artinya juga pemimpin dalam menetapkan suatu hukum di pengadilan,
dalam mempertimbangan hukum juga harus menggunakan dasar-dasar hukum yang
sesuai baik dari segi hukum positif, hukum Islam maupun hukum syara’ seperti Al-

Qur’an, Hadits, dan Qaul Fuqaha’.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap putusan Nomor
128/Pdt.G/2020/PTA.Sby, maka penulis dapat menari kesimpulan yaitu:

1. Dari ulasan penulis berkaitan pada putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Shy,
berdasarkan pada keputusan majelis hakim bahwa pengalihan piutang atas
nama batal demi hukum. Dalam menetapkan putusan tersebut, selain
mengacu pada Pasal 6 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan, juga dapat menyesuaikan dengan apa yang menjadi
ketentuan dalam isi yang diperjanjikan kedua pihak dalam Akad Pembiayaan
Murabahah No. 49 Pasal 18 untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.
Pengalihan piutang (cessie) terhadap kasus a quo batal demi hukum karena
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya yang dapat
digunakan para pihaknya dalam penyelesaian kredit macet ini adalah dengan
menggunakan suatu aturan yang lebih khusus, yaitu asas lex specialis
derogate legi generali yang berarti bahwa aturan yang lebih khusus
mengesampingkan aturan yang lebih umum, sebagaimana yang dimaksud
dalam asas lex specialis derogate legi generali yaitu perjanjian antara kedua
belah pihak.

2. Konsep pengalihan piutang secara cessie jika dipandang dari perspektif Figih
Muamalah Maliyah, memiliki kesamaan dalam konsep akad Hiwalah.

Hiwalah adalah peralihan hak penagihan utang piutang dari satu pihak ke



pihak lainnya atau oleh pihak ketiga. Salah satu dari bentuk hiwalah yang jika
disamakan dengan cessie dalam hukum positif adalah Hiwalah al-
mugayyaddah, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang.
Hiwalah al-mugayyadah merupakan hiwalah haqg. Hiwalah al-mugayyadah
diperbolehkan menurut ulama Syafi’iyyah, syarat sahnya hiwalah hanya pada
ridha dari muhiil dan muhaal saja, sedangkan ridha dari muhal ‘alaih tidak
termasuk, karena muhal ‘alaih adalah pihak yang berkewajiban untuk
menanggung hak dalam membayar utang, Hiwalah al-mugayyadah
dibolehkan menurut ulama Syafi’iyyah yang juga merupakan hiwalah haqg.
Ulama Syafi’iyyah memperbolehkan akad hiwalah haqq yang dihibahkan
kepada selain al-madiin (pihak yang berutang) dengan terpenuhinya syarat-

syarat hibah.

B. Saran
Berdasarkan pemaparan pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka

dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pengalihan piutang atas
nama atau cessie di Indonesia masih belum spesifik, alangkah baiknya jika
pemerintah membuat Peraturan Perundang-Undangan khusus tentang cessie
agar lebih detail dan memudahkan masyarakat dalam memahami konsep
cessie.

2. Dalam melaksanakan perjanjian kredit, hendaknya untuk tetap sesuai dengan
ketentuang yang telah diperjanjikan bersama dan lebih menekankan atas
kemampuan seseorang dalam melakukan perjanjian kredit. Atas penyelesaian

kredit macet tersebut perlu diperhatikan kembali ketentuan yang sudah

85



diperjanjikan bersama, baik dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok
itu sendiri maupun ketentuan dalam penyelesaian apabila terdapat salah satu
pihak melanggar perjanjian tersebut. Agar dalam pelaksanaan perjanjan
tersebut, kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atas kesalahan atau
kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah

diperjanjikan bersama.
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PUTUSAN
HOMOR 128/PdLGR202 0P TA Sby
BISMILLAAHIR RAHMAANIRRARIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN HETUHANAMN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memerksa dan mengadii

perkara ekonomi syarah pada bngkal banding, dalam persidangan Hakim

Majelis belah menjatubisan putusan sshagai beriut dalam perkara antara :

1. H. Masar bin Tamin, iempat dan tanggal Bhir Madwra, 05 Maret 1951, umur
B8 tahun, agama kskm, pekedgaan Wirsswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjuban Tingkal Perfama, bedempal kedisman di
Jatan Keben IBMT BT 12 AW 04 Kelurahan Bandungrejosan
Kecamatan Sukun Kota Makbng, semuls s=bagai Penggugat 1,
seiarang Pembanding L

2. Hj. Sunarsih binti Asmuni, tempat dan tanggal lahic Malang, 16 April 1956,
urmur B3 thwn, agaras e, pekegaan Wirstsasta, Pendidkan
Sekoish Larputan Tingkal Pertama, berternpal lediaman di Jakan
Keben IBMT RT 12 RW 4 Kelushan Bandungregossn
Kecamatan Sukun Kota Malang, semula sehagai Penggugat I,
selarang sebagal Pembanding I Dalam kal ini Penggugat | dan
Perggugat Il mesnberilcn kusss khusus kepada Ade Sulikna, S H.
Husum pada Kanior Advolal ARIE SUTIENO dan PARTHERS,
yang berkamior di Perumakan Taman Pinang Indah Blok H-VHl Na.
B Sidoarja, berdatarkan Sural Kussa K iedangoal 19 Mared
2019, Kemudian Penggugatl | dan Penggugal || memberikan
Pengacara dan Konsultan Hukn pada Kanior Advolal ARIE
SUTIEMO dan PARTHNERS, yang berkanior di Perumakan Taman
Khusus Bnggal 17 Seplember 2018, semuls disebnl sehagai
Para Penggugat sekarang Para Pernbanding:

Salinan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA.Sby
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melawan

1. PT. Bank Panin Dubai Syariah Cabang Malang, berslamat di Malang,
Jalan MGR Sugiopranate Mo, Widuldalem Mojen, Jawa
Tirnur 65119, dalam hal ini memberikan kuass khuss kepada
Budi Sishaan (Head of SAM), bwan Prikarono (Lifigation
Head), Reri Indra Buana (Liigation Officsr), Ali Syafiq (Legal
Officer) dan Muslofa (Eas! Region Coleclion Manager] dasi
Panin Dubai Syariah Bank, berdasarkan sural kussa khusus
tanggal 22 April 2018, semula sshagsi Tergugat |, sskarang
sehagai Terbanding

2.Drs. Burhan Tahir Effendi, S.H., umur 64 tahun, berterpat kedisnan di
Jntan Bambe Dukuh Manargosl Mo 148, Kslurshan Dukuh
Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dalam hal ini
memiberican kums khusus kepada Sujono, SH., Advokal dar
Karilor Hukum =SUJ0N0, SHY, yang berkantor & Jakan Medayu
Selstan XUE Kelwshan Rrgkut Medokan Ayu Kecamoatn
Funghl Hots Surabaya, berdasackan sursl kuasa khusus
tanggal 26 Juni 2019, semuls sebagsi Tergugat |, sskamng
sbagps Terbanding Il

3Mepala Kantor Badan Pertanahan Masioanal Kotamadya Malang
[ATRIBPN Hotamadya Malang), beralamat di Malang Jalan
Madyapurs, Kedunghandang Kata Matang, Jawa Tenu 65130,
semula Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding:
Pengadilan Tinggi Asama terssbul :
Telsh membaca berfcas perkara dan ssmua sursl yang berhubungan
dengan perkaraini;
DUDUK, PERKARA
Mengulip semis urais tertang parkara ini ssbagaimana termuat dalam
pulisan Pengadilan Agama Malang Nomar BIPALGZO1SPA Mg, langgal 17
Dessmiber 2010 Miadiah, befepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhic 1441
Hiiyah, yang amamya berburyi sebagai besikul :
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Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat | ssluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak gugatan Penggugal seluruhnys;
2. Menghukum Penggugal uabuk membayar biaya perkara ssjumiah Rp
1.486.000,00 (sabu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupish;
Membaca Akta Permohonan Barding yamg dibual oleh Panibera
Pengadian Agama Malang babwa Para PenggugatiPara Pembarding melalui
Kussa Hukurneya pada tanggal 28 Desember 2010 telsh mengajukan
permohanan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Momes
BDVPELGEDILPA Ml tanggal 17 Desember 2010 Misciyah, berlepatan
dengan tanggal 20 Rabiudskhic 1441 Hijriah, permchonan banding tessebul
tefah diberitahukan kepada pihak Tergugat WTerbanding |, tanggal 3 Jaruar
2020, Tergugat IWNTerbanding M pada tanggal 14 Januari 2020 dan Tuut
TergugabiTurut Terbanding pada tanggal 3 Januari 2020 secara sempurma;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memor banding yang
dilerima oleh Panitera Pengadian Agama Malang pada tanggal 0 Jarmari 2020
dan telsh diberitabukan kepada Tergugat WTerbanding | pada tanggal 10
Jarusari 2000, kepada Tergugal WTerbanding Il pada tanggal 22 Januar 2020
dan kepada Turut TergugabiTurut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2020;

Bafea Tergugal UTesbanding | Tergugat WTerbanding || dan Tund Tesgugsy
Turut Terbanding fidak mesgsukan Kaontra Mernori Banding, sebagaimana Sural
Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agarna Malang, masing-masing
bemamar B0VPALGIZIVPA Mg, tanggal 26 Februari 2020;

Batiwa Para Pernbanding, Terbarding |, Terbanding Il dan Tunst Tesbanding
tidak mekaukan inzage sebagaimana Sural Keterangan yang dibuat aleh Panitera
tanggal 28 Februan 2020, meskipun lebsh diveritabukan unbuk datang mernesiksa
berkas (nzage) kepada Para Pembanding tanggal 30 Januari 2020, kepada
Terbanding | dan Turut Terbarding masing- rmasing tanggal 10 Januari 2020, dan
kepada Terbarding Il langgal 14 Jaruan 2020;
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Bahwa permohanan bandng tersebut lefah  didalar dikesanileraan
Pengadian Tinggi Agama Surabaya pada banggal 10 Maret 2020 dengan
Momer 128/PdLGI2020PTAShy dan telsh dibertabukan kepada Para pihak
dengan Suat Paniters Pengadilan Tinggi Agama Sursbaya Momee W-13
AM3IOHE DSIVR020, tanggal 10 Maret 20:20;

PERTIMBANGAN HUKUM

Mesiimbang, babwa Para PenggugatPam Pembanding mengajukan
permohanan banding pada tnggal 29 Dessmber 2019 ates Puausan Pengacdian
Agana Matang Nomor S00/PALGRMGPAMIG tanggal 17 Desermber 2010
Milacizah, bertepatan dengan tanggal 20 Ratvulakfer 1441 Firivah. Pada saat
putusan diucspkan Kuasa Hukum Para PenggugatiPars Pembanding dan Kussa
Hukum Terbarwineg | hadic dalam persidangan, sedanghan Terbanding || den Tunit
Terbarding tida hadir dalam persidargan tersebut, Dengan dernikian dan segi
wakiy, permobonan banding tersstot disjuken masi dalam lenggang mas
banding sebagaimana diatr datam Pasal 7 ayat (1) Undangandang Nemer 20
Tahun 1347, yakni pada hari ke O (Sembian). Atas dasar tersebul, dan lagi pula
Parm PengoupaliPam Pembarding ebih membayer bisya perkors sera ek
memenuti Semua persyarastan permohonan banding, maka permobaran bandng
tersebul secana fermal dinyatakan danat dilerima;

Menimbang, babwa selelah mempelsian secara seksama bereas
periara banding, yang lerdin dan Bundel A dan Burdel B, Salinan Resmi
Pulusan Pengadilan Agama Malang Namer 800/ 4L GI2010PA Miy. tanggal 17
Desember 2019 Masehi, soria ssluné Berits Atara Sidang perkars terssbu,
memesi Banding Pam Pembanding, maka Majelis Hadmn Tingkal Banding
mempertimbangaan dan berpendapat sebaga berikut ¢

Menimbang bafwa lerhadap peraara ini Majelis Hakim Pengadilan
Agarma Makang yang menyidangearmya pada ingkal pertama, telah melakuka
upaya mediasi dengan merunjuk Medisior bernama H. Solichin, 5H, namun
medasi lersebul lidak berhasil, kemudian Majelis Hakim  mefanjutkan
pemeriksasn perkara a qua, lalu memberikan perfimbangan seia pendapatnyga
dan akhimya menjatufken putusan sebagaimana o ales;
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Dalam Eksepsi
Menimbang, batwa dall eksepsi Tergugat | pada pokoknya menyatakan
qugatan Penpgugat banyak mengandung eacat Sormil dan kabur karena tidak
menguraikan secara il dan detail lentang perbuatan apa yang dilakukan olsh
Tengugat |, Majelis Hakim Togeat Pertama dalam permbanganays mernyatakan
bahwa maler eksepsi Tergugal | tersebu! sudah lermasuk dalam mates
gugalan, sehingga eksspsi lerssbut Gdak berakasan dan harus dilokak, atas
pefimbasgan fersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan dan pendapat Majels Hakim Tingkat Perlama, oleh karenanya
harus dipertabansan dan diambil alit sebagai perlimbangan dan pendapal
Maijelis Hakin Tingkat Banding sendiri;
Dalam Pokok Perkara
Msnimiang, bofiwa sl mmbacs don merrgertican dengn ssksam
sarfinan resmi Putusan Pengadian Agama Malang Nomor BOVP-L G/ 20190 A Mig.
tanggal 17 Dessrnber 2019 Masshi, dan Berita Acra Sidang perkara Serssbul,
serta memori berdding Par Pembonding, don surabsre ksn yang berosian
dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapal, bahwa Puissn
Pungacilan Amema Malang ates demar aps yang Seb dpssmbangkan dan
disesbuston dalam amar pulisareya wang intirys menobsk gugatan Para Pengougat
kanena Pans Penggugat tidss dapal membukticn dalil gugatarena, Majsks Hakim
Tighat Banding lidsh sependapal dengan petimbangan dan pendapat Majeks
aeirn Tirgbarl pe iz dengan perimbangan sehogmmans s rsebut disewah ni;
Menimiang, babwa dan proses jawab menjavab antsa Pars Penggugatl
Para Pembanding dengan Tergugal Terbanding | serta dari alat bukS yang
disjukan oleh kedua belah Pihak berperkara telah terngkap fakta dalam
persidangan obeh Majelis Hakim Tingkat Pertama
1. Babwa aniara Para Pembanding dengan Terbanding | (PT. Bank Panin
Dubai Syariah Cabang Malang) telsh melakucan huburgen perikastan pinjam
uang, dimana Para Pembanding mengsjusan pernbimaan urtsk modal asaho
Herncpin meard pembiayaan murstabah yang ke e disus akts 6 hadapan
Motarss D, Dish Aju Wisruwardbani, SH, M. Hum, ssbagsimana Akt Nomor
49 tanggal 27 Desember 2015 (bukli T2) dengan Akad Wakaksh Mormor
1INV AKIMALIIMS, tanggal 23 Desamber 2015 (bukli T.4) dan ates Akad
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permiiayaen tersebul, Para Permbanding leksh mengaguakan sebidang Tanah
beserta barguran Rumah yang ledetsk di Jalan Kaben 1B Momor 17
Mehiraharn Bandungrejosarn Kecamatan Sukun Kota Malang, tercatat daksn
Serdfikat Hak Milik Mo. 2088, dengan luss 173 M2, sshagsi objek jaminan
{Purnberian Hak Tanggungan), dengan Secifikat Hak Tanggungan Mornor
DEGAMOTE leh Badan Pertanahan Kota Matang tangoal 10 Febesari 2018 dan
beal i etk ol Teergugat UTerbanding |

2. Bahwa pada tanggal 23 Dessmber 2015 Para Pembanding iskah mensrima
wang pembisyaan murabshah sshessr Rp S00.000.000,00 (fma raius juts
rugiah) dari Terbanding | bukl T.11) dengan margin yang harus dibayar
ssbesar Fp 150.B03.380,42 (seratus fima puluh ssmbilan juta delapan ratus
tiga ribu Siga ratus emam puluh rupish koma empat pulih dua sen),
sehingga jumnlah langgungan yang harus dibayar dieh Para Pembanding
adalah Rp 650 803,380,427 (enam rahss Kma puluh sembilan juia delspan
ratus figa ribu figa ratus enam puluh rupish keena empal puluh dua sen)
Pasal 5§ Alad Pambiayasn Murshabah Akts Momor 40 tanggal 23 Dessrmber
D015 [vide bukl T.2 | yang dibayar secara angsuran sslama 35 (Sga pulah
enam) bulan, stau 3 {liga) thun ssfap bulan ssjumish Rp 18328 090,01
idelapan belas juta liga ralus dua puluh delagan ribu sepuluh rupiah koma
saly sen) mulai Januari 2015 sampai dengan Jaruan 2010 sebagainana
bertuang dabam bukli T.8;

3. Babwa Para Penggugal dalan menjfankan usahanya  mengalami
perurunan yang mengakibalkan Para Penggugat lidak dapal mesmenishi
kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimans
yag merska sepakat dan lertuang dalam Akla Momor 40 tanggal 23
Desarmber 2015, sehingga Tergugat! | mengeluarksn surst peringatan
ssbagaimana buksi TB (Folo Cogy Surat Peringaian pertama tanggal 9
Februari 2017), bukli T-0 (Fole Copy Surat Peringatan kedua tanggal 17
Juli 2017), dan buksi T. 10 (Folo Copy Surat Peringakan keliga tanggal 25
Jull 2017), yanyg isinya agar Para PenpgugatPars Pembanding melunasi
kewajibannya kepada Tergugat FTerbanding | dengan jurmilah sebagaimana
bersebut dalam surat peringatan Tergugat BT erbanding |:
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4. Bafrwa selarjutrya Tengugat UTerbanding | mengekarkan somas sebagaimana
bk T.12 (Folo Capy Sural Somasi tanggal 28 Apdl 2018), bukfi T.13 (Folo
Copy Surat Somasi ke-ll, anggal 14 Agusius 2017), dan buldi T.14 (Folo Copy
Sural Sornasi ke, tanggal 26 Mavember 2018), yang isiya meryatakan
bataa Par PengguogatiPara Pembanding (Bu Surarsih) sudah Warsrestasi
dan agar memenuhi seluuh kewsiban pembiaysan kepada PT Bark Pasin
Dubai Syasiah Thk (Tergugat |) hingga batas wakiy tanggal 13 Desember
D018 okt T.14), jika tidak dipenuti maka akan dilakukan Pendaltaran Lelarg
Eksebusi Hak Tangouigan atas agunan atsg dilakukan Cessie;

5. Bafnwa pada tanggal 01 Febrad 2019, Tepugst VWTesbanding | lelah
membertabukan kepads PenoguaetPemimndng | Hj. Sunarsh) tergan Suat
Maormar : DASAM Reg Terudli2019, yang iinya bekah beadi Pengalian Putang
kepada Tergugal IWTerbanding || yang bernarna Drs. W, Burhan Thahir Affandi,
5. H., beralarrcad i Jaban Bambe Dukuh Mananggal No. 1-8, Kebrahan Dukuh
Menariggal Kecarmotan Gayurigan Surabays, ssiaky Cessor dergan cara Cessie
dan mengalitkan sguran Pama PenggugetPara Pembanding banusa sebidang
Tansh beserts banguran Rumah yang ledetsk di Jaln Kaben 18 Nomar 17
Kebraha Bandungrejosan Kecsnaten Sukon Hola Malang tercatal daben
Sedifkal Hak Mik No. 2088, dengan hes 173 M2 Serdilal Hak Tanggurgan
Momar DSBE/2016 cieh Baden Pertnaban Masional Kota Mabey tanggal 10
Februard 2018, tanpa musyawarsh dengan Para PengguoatPam Pernbarding
ki clieh Tesguat UTerbanding | juga sesuai dengan buks 2%

Merimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejehs

Ukiena” Indonesia Mornor 17/DSN-AMUVDUZ000, tanggal 17 Juradd Akhic 1421

Hijriyah bertepalan dengan tanggal 16 September 2000 Masshi tentang Sanksi

Alzs Masabah Mampu Yang Menunda-unda Pembayaran © 1. Sanksi yang

dissbul dalam fatwa i adalah sarksi yang disenakan Lenbaga Keusgan

pernbayaran dengan disengaja. 2. Nasabab g bdaklbelum marnpy membayar
disebabkar force majeor idas boleh divenakan sanksi. 3. Massbah mampy yang
rmenurda-runds pernbaryaran danfatay Scak mempurna kemacan dan ikad baik
urfuk membayar butangnya boleh dikenskan sanksi. 4. Sanksi disesarkan pada
privsip b, yaitu bertujuan agar nasabah kb dsipin dalam melaksarakon
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kevajibarye 5. Sanks dapal berupa denda sejumlah uang yang besamya
diterfukan s dasar kesepakatan dan dibuat saal akad ditandatangani. 6. Dara
wang bermsal dori deswda dipencibdean sebagai dana sosial, Massbah tidak
dibenarkan menunda-nunda pembayamn. Penundaan pembayaran clef nasabat
ernbiayasn di saby sis dapal mengsanggu Bark Syariah dalam coerasing dan &
kain sisi merugikan nassbatioenabung karena dak jacd mendapatcan kenlungan
biagi hasil vang semestina mensks Serima,

Menimbang, babwa berdasarkan Fatwa Dewan Syarish Nasional Mejelis
Ulama' Indonesia Normar SVDSNAIUVINZ00S, tanggal Tanggal : 18 Mubarram
1426 Hiriyah berepatan dengan langgal 25 Februad 2005 Tentang Korversi
Akad Murabahah, ditegaskan babwa, Pedams : Keteniuan Konversi Akad
Lembaga Keuangan Syari'ah boleh melabukan korversi dengan membual akad
(membuat skad baru) bag rasabah yang hdak biga menyelessikarimelorasi
pembiayasn murabahahiya sesuai jurlah dan waktu yang teleh disepakati,
tetapi i masih prospekl, dengan ketentuan @ a, Akad murabahah dibesika
dengan cara: i Obyek murabshsh dijual oleh nasabsh kepada Lembaga
Keuangan Syarfah dengan harga pasar; ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya
kepada Lembaga Keusngan Syariah dari hasi penjualan; iii Apabia hasi
penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan ilu dapal dijadiken uang muka
unlue akad jarah atsu bagian modal dar mudharabah dan musyarakah; i,
Apabila hasil penjualan lebih kecil daf sisa hutang maka sisa hulang betap
rargadi hulang nasabah yvang cara pelunasannya dsepakali anlara Lembaga
Keuangan Syari'ah dan nasabah. b, Lembaga Keuangan Syari'ah dan nassbah
ex-murabahah tersebut dapal membuat skad bau dengan akad: L ljarsh
Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada
fatwa Dewan Syari'ah Masicnal No. 27/DSNMUNINZ00Z testang Al larah Al
Muntahiyah Bi Al-Tamiik ; i, Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa Devan
Syariah Nasional No. OT/DSNAUNTVWE000 tertang Pembiayaan Mudharabah
{Qiradh): stau i Musyaraksh dengan menjuk kepada fatwa DSN Na. DBIDSN-
MUNTVIZ000 bertang Pemnbiayaan Musyarakah:

Menimiang, babrwa Tergugat UTerbanding | datam hal ini PT. Bank  Panin
Dubai Syariah Cabang Malang sebaky Lernbaga Keuangan Syarfah berkewajian
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untis meksksanakan ketentuan g bertiang dalam Fatwa Dewan Syariah
Hasioral Mejels Ukama’ Indoresia Mormor ADSH-MULIZ00S, tangsal 16 Mubarman
1426 Hifiyyah berepstan dengan gl 25 Februzn 2005 Tertang Konversi Akad
Murabahah, s lelapi dskim perscercgn s leribukl babwa Tenmagat
Teerbaryding | melakukan isi Fatwah Dewer Syarish Nersioral tersebut o s,
Menimiang, bafrwa aleh karena Pars PenogguoatPars Pernbanding fidak
rmeksiLican kewajbainy sesus perprjen o atss, maa Terguoal [Terbandiog |
mengelsatkan surst peringatan sebanyak 3 kall yang Einya agar Pars Penggugat!
Para Pembarding meluras kewajbanma kepada Tergugat UTerbandieg | (buss
T.8, T2 dan T,10), kernudian disusul dengan Somasi ssharysk 3 kali, yang isi dan
Somasi lersebu? agar Para Pengousat™ am Pembanding segen membayar sshnh
karaajibarinya, apabi dak memieyer sesuai dengan betas wakly g ditertuson,
ek sk diskearian pendaftaran Lekng ke Hak Targoungan stas sguran
terssbut meksii KPSML Jowa Timur stas dilskulor Cessie (Pengalian Hak atas
Kebendasn ksk berubub kepada Pitak Kefigs) (buks T.12, T.13, T.14), akan tetapi
temyala Tergugal UTerbanding | idak melakukan Pendaflaran Lelang Eksekusi
meldui KPKNL, ramun Tergugal BTesbanding | kgeurg melskuicn Cessie
{pengalihan ulang dan pergglinen barang Jaminan) dengan Tergugat W erkbanding
Il di hadapan Satya Adhie Guemilang, S.H., M.Kn_, Motaris di Kabupasten Makang,
pada tanggal 31 Jaruari 3019 dengan Akia Momor 140 tanpa perselujuan Para
PerggugatPars Penbanding (buks T. 15), kemudian Akla pengaliban Hak dan
kemwajibert yang dikakor ol Tergugal UTertanding | dengen Tergugal W Terbanding
1l beerupe Cusssie Ssrasbul diseriatukan kepada Pars Parrbanding (bt T. 18]
Menimiiang, batwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Momoe 4
Tahun 1998 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang
bersailan dengan Tanah, dinyatakan babwa, Apabils debior cidera janji,
pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyasi hak unbuk menjusl cbysk
Hak Tamggurgan atas keskuassan sendin melals pelslangan umum sedia
mmengamiol pelunaan putingmya dan hasd penjusan terebul, kemuden apabia
perjualan ksl pelebaigan wmum dperdakan idak san menghasikon hanga
terfingai, maka dapat dilakukan penjusien & bawah tngan, asalken hal lerssbul
disepakati oleh pernberi dan pemegang Hak Tangoungan, Hal ini sesuai dengan
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kelerhuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1006 yang iminya,
“Atas hesspakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, parjuslan obysk
Hak Tanggurgan dapst diaksanakan o bawab kngan jika dengan dermikian i

Menimbang, babwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat
{2) tersebud telah jelas bahwa Pemegang Hak Tanggungan hanya diber hak
urluk rnenjual cbyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum ats diual
dibawah tangan dengan syarsl atas kesepakatinipersetujuan b pemben
dan pemegang Hak Tanggungar:

Menimbiang, babwa atss tindakan Tergugal VTerbanding | yang telah
mergalihkan benda yang disgunkan berupa sebidang Tanah beserta bangunan
Fumah yang lerletak di Jakan Kaben 148 Nomor 17 Kelurahan Bandungrejosarn
Kecamatan Sukun Kota Malang, bercatal dalam Serifikst Hak Miik Mo, 2088,
heas 173 M2 kepada Tergugal WTebanding Il secars Cessie bapa kesepakatan
dergan Pars PergguastTan Pembanding (sskaky permii barang Hak Tanogungan)
mengasietian P PengguetPars Pemianding mersa dirugisn, karena obyek
tersmbul sudsh dibebani Hak Tangguogan dengan Akta Pemibebanan Hak
Tanggungan Momor 452015, tangoal 23 Desember 2015 yang bercatal dakam
Sentfikat Hak Tanggungan Nomer 0665/2016, tanggal 10 Febnsan 2016 sleh Badan
Partanatan Masioral Kota Maleg, yang ssharusma rdus pada Undang-undang
Hisk Tanggungan, bukan unduk pada pengalihan pistang {Cessie):

Menimisang, batreo PEfERE PEnGSitEn Hk ABS PIESRY Do-dasaran
Akad Pembisyaan Musyaraksh yang sekaligus pengaihen Hak Tanggungen
dengan cara Cessie Sdak memenubi ketentuan Passl 8 dan Pasal 20 ayst (2)
Urndang-Uridang Mamar £ Tahun 1096 tentang Hak Tangoungan atas tanah beserta
berda-tenda yang bersoiten dergen Tanah, maks pengalben st Hak Tanggungan
berdasarkan Cessie kepads Tergugel WTerbanding || lanpa kesepakatan Para
Berdasarkan Akad Pembisyasn Musyarakah Moo 140 tanggal 31 S 2018
{iga puluh saty Jernesi cua rivu Sernbilan bebes) yang dibuat dhadapan Satya
Adbie Gurniteyg, SH. MH. Mobwiz di Kabupsten Malang artars Tergugst U
Terbanding | dengan Temugal [ Terbandding 1| adatah batal demi hukum,
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Merimbang, babwa berdesardan Yirisprudensi Mabkamah Agang Resublik
Indanesia, Momor 1400 KIPOT2001, tanggal 3 Jaruad 2003, yary abeiraks
hukurnrya dismouban, batma Bank tidak barhak menjual sedin atau mengalibkan
sendii alas tansh yang dijamirkan keoada Bank tepa sefin Pamilis, senglitan
Hak Atzs Tanah Berdasarkan kuasa mutlak adalah batal demi bukum;

Merimbang, babwa oleh karena Perjanjian Pengalhan Hak Atas Pustang
Bestasarkan Akad Pernbisyaan Musyarakah Nomar 140 tnggal 31 Januad 2019
batal demi bukum, maka Tergugal UTemanding | dan Tergugat [WTerbanding I
harus dibukum uniui mengembslikan obyek Hak Tanggungan berupa sebidang
Tanah beserta banguran Funsh yarg terletak di Jalan Kaben 1-8 Momar 17
Kelrahan Bardungrejosari Kecanatan Sukun Kota Malang, tercatst dalam
Secfifical Hak Milik Mo, 2088, luss 173 M2 pada posisi semula seperti yang
tercantum datam Akad Murabahah Nomor 48 tanggal 22 Desember 2015, yang
dibuat di hadapan Notris Dr. Dish Aju Wisruasdhari, SH, M. Hum, dengan Akta
Pernbebanan Hak Tanggungan Nomor 4502015, tanggal 21 Dessmber 2015
yang lescatal dalam Sedifical Hak Tanggungan Nomor DESE/2018, tanggal 10
Februari 2016 oleh Badan Peranaban Masional Kota Malang;

Menimbang, bakrwa oleh karena Perjanjian Pengalitan Hak Atas Piatang
Berdasarkan Akad Perbigyasn Musyarakah Nomor 140 targgal 51 Januai
2010 batal demi hukum, maka Akta Pernberian Hak Tanggungan Mo, 450/2015
tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan cheh Badan Pertanaban Nasional
Kota Malang dengan Sertifikal Nomor 0BBE/2016, tanggal 10 Februari 2018
dikernbalikan ssperi semula;

Meniimbang, bahwa tertang gugatan Para Penggugal yang meminta
agar perbustan Tergugat WTerbanding | dan Tergugal WTerbanding Il yang
mergalibkan cbyek Hak Taggungan adaksh perbuatan mebswan hukum
(PMH), Majelis Hakim Tingkal Banding memberkan perfinbangan, babwa
persara a quo adalah perkara yang terail dengan Akad Murabahah dengan
Wakalah yang o dalamnya ielabh terjadi wargrestasi (ingkar jarji} yang
dilakukan oleh Para Penggugal, sshingga Sidak dapal disalegorkan sshagai
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perbuatan melawan hukum, aleh karena i gugatan Para Penggugal Petitum
angka 2 harus dinyatakah Gdak dapal diterima;

Menimiang, bahwa  mengenai gugatsflurtuten ganti rug ssjmlah Ra
B00.000.000,00 {snam rahs juts rupish) Pefiuen angia 5 dan Gugatan uary paksa
{Dwangsorm) Peftum angka 7, Majelis Hakim Tingkat Banding berpandapal, bahwa
acalat suaty kefidakadilan apabib soket saty pila dakban hal i Para Penggugall
Para Pernbanding telah kdai mebsoukan kewsjiban ssbagaimons despakal dalen
suahy perjanjian diberi hak untuk mengougal gantl rugi erhadap pihak lavwannya,
bl ini Majesies Hakirn Tingist Barding seperuiapat dergan M. Yahya Harshap, S.H,,
dalarn bukurya yang berucul *Hukum Acara Perdata” hal. 461, Balhwa seseorng
tifak berhak menggugal apatds ciy sseci Soak memenshd Sce g e
kewabanma dalam peganian”, okeh kerero fu, Majels Hakim Tingeal Barving
bemerdapesl bahwa pugatan Para Pengguost hans diryetakan ek deasat dilerima;
unius meyatskan Putsan perkars ini dapat disksanakan lebih dafuly walaupun
ata verzel, banding maupn kasasi (Litvoorbear bf voomad), Majels Haiim Tingkat
Barding berperanal befea gugmtan lersebt bebum memenoi | ketenboan
sebagairera Sural Edaran Mabkarmh Agung Republis donesia Momar 3 Tabun
2000, terriary Putusan Sera Merts, sheh karena itu puls divyatskan diokk:

Mlenimbanyg, bahva oleh karera Pererjian Pengahan Hae alas Piotang
berdasarkan akad Pembiaysan Musyarakah (s cossie) ke dimyatasan batal
demi bukum, ssdangkan Para PenggugatPara Pembanding sekaiu Debetur 1eksh
ingkar panj urtuk mebsiukan keasibanma membayar sosre sesus batas
wakiy yang ditentukan, maks para Pernbanding hans ditum antuk membegar
lunas sisa hutang yang dislitkan (Cessie) sejumish Rp 164.872.241,00 (seratus
enam pubih empat jula delapen ralus juh pulh dus by dua ralus empat puluh
sl rupiah) dengan rincian ssbaga bario -

1. Oustanding Pokok sejumiah Rp B0.164.073,00 (delapan puluh jula seratus
ensm puuh empa ribu hujsh pubh tiga rugish)

2. Tunggakan bag hasi seumiah Rp B4.708.168,00 (delapan puluh empal
jurta tjuh rahue delapan ribu seratus enam pulih delapan rugiah) (vide bukb
T.16) ditarnbah ta'zi atau denda dari sisa hutang;
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Merimbang, bahwa berdasarkan Aksd Mumabshah yang leruang dakam
Akad Momor 40 tanggal 22 Desember 2015, dmana jumksh uang pembiayam
mmurabahah yang diteriia oleh Para Penggugatara Pembanding dari Tergugat I
Tarbarding | sebesar Ry 500 000.000,00 v ratus juts ngsish) dan masin yang
harps dibayar sshesar Rp 15080338042 (seratus fima pubsh sembian juta
delapan rahs S8 by Sga rales enam puluh nsish koma emnpal puldh dua sen),
selama 36 (ligapuluh enam) bulan, kalau dibulatkan ke atas menjadi
Rp 180.000.000,00 (seratus enam puluh juba rupish) untuk memudahkan
penghitungan, maka margin yang didapal ssliso bulannya adalah 0,89 % (nol
koma delapan sembilan persen) ;

Merimbang, bafwa oleh karena Para PenggugabPam Pemierwing tekeh
kaslsi melaksanakan kewajbannya dengan jumnish unggaken Rp 164.872.241,00
{seratus enam pubuh empat jula delapan ratus bujuhpluh dua ribu dua ratus ermpat
pului st ripish), stas dasar eresbul, mak L'z stau denda yang hans dbayar
oleh Para PenggugabiPara Pembanding adalsh 0809% = Rp 16487224100 =
Rg 1467.362.95 {salu juba erpal ralus enam pulsh wjuh rbu liga ks enam
pului dua nupiah koma Sembilan lira sen) seties bulan sejak bulan Febrarn 2019
sarpa turggakan ersebut dilurasi, spebia idak mampy untuk membeayar lurss,
maka benda yang menjad cbyek Hak Tengoungan berupa sebidang Tanah
beserta bangunan Fumah yanyg tedstak di Jalan Kaben 1.8 Nomor 17 Kelurahan
Bandungrejosari Kecamaten Sukun Kota Malang, lercatal datam Serfificsl Hak
Wik No. 2088, kuas 175 M2 dijual lelang seeara umum atau dijual & bavwah angan
ataz kesepakatan Para PengougatPara Pembanding dan Tergugat Uerbanding |,
sesusi keleriusan Pasal 20 ayat (2} Undang-undang Hak Tanggungan, dan apabia
rirsih terdapal sisa dan hasl pejualan uriak pelnasan hutang kepada Tergugat I
Terbanding | dan biaya-biaya lainfya, maka sisa hasi perjustan lersebut
dikernialikan kepada Para PenggugatiPara Pembanding;

Menimbarg, bahwa ierhadap tambahan ala! bukl terluis yang
dilampirkan cheh Para Permbarding dalam Memorn bandinya berups Folo Cogy
Carmch Perincian Kormputeris dari Nasabah Samsuri, kentang Laperan Riwayat
Transaksi Pemmbiayaan Unil Turen, Kabupsien Malang, dan Folo Copy
Tabungan BRI Sirpedes atas nana Moch. Nasar H, keduanya fidak bermeterai
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dan tidak dicoeokkan dengan asfifya, Olsh karena itu, kedua alat bukli femssbol

tiak mermenuhi syarat Tormil, maka harus dkesampingkan;
Menimbzarg, babwa Turul TergugatTunt Terbanding setmgai piak, berkail

diergan perkars a quo dibukum untuk tunduk dan bt secenubrya stas putasan ini
Menimbang, babwa lenlang biaya perkara oleh karena Tergugat Uf

Terbanding | dan Tergugal IWTerbarding || dakam perkara ini ssbagai pihak

yang kalsh, maka berdasakan keteriuan Pasal 181 ayal (1) HIR dihukum

uniluk mesnbayar seluruh biaya yang imbul dalam perkara ini baik pada Bnghat
pertama maupun pada lingkal banding secara tanggung renleng;
Menimbang, babwe  lenbr  keberstercksberatan Pam Pembanding,
dalarm perors 2 quo doengoap ek diserimiangean dan sekesira diemrmpngarn
Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan permbangan lersebul
maka pulusan Pengadian Agama Malang Nownor BDQPSLGI201DPA Mg
tanggal 17 Dessmber 2019 Miladipah, berbepatan dengan tanggal 20 Rabiud

Akhir 1441 Hiriyah harus dibatalkan dengan mengadii sendii sebagaimana

amar tersebun di bawah ini.

Mengingal segala persturan perundang-undangan yang beslsku dan
ket=rtuan hukumn syari yang berkaitan dengan periara ini;
MENGADILI

- Merystakan permohonan banding yang disjukan olsh Para Permbanding
dapat diterima;

- Membstatkan putusan Pengadilan Agama Makng Momer BD0PALG201S
PAMIg tanggal anggal 17 Desember 2010 Miadiyab, bertepatan dengan
taragal 20 Rabid Ak 1441 Hijrivah yarg dimintskan banding dan dengan ©

MENGADILI SENDIRI -

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat unbuk sebagian;

2. Menetapkoar, Perjanfian Pengaban Hak Atas Piotang Berdasarean Alad
Pernbiznaan Musyarskah Momer 140 bnggal 31 Jaruari 2010 iga pubsh
saty Januari dua ribu Sembin bebis) yang dibual dhadapan Satya Adhie
Gumilang, SH., MH. Mobwis & Ksbupaien Malang antara Tergugat
UTerbanding | dergan Tergugat WTerbanding || adatah batal derni husums
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3. Menghukum Tergugat IFTerbanding [l unbuk menyerahian kembali obyek
e Tangoungan sebagsimana feruang dalan Peferjian Pengalitan Hak
Alas Putang Berdasarken Akad Perbiaaan Musyaraksh yang leriuang
dalam Akt Nomor 140 tanggal 31 Januan 2019 yang dbual di hadapan
Satya Adhie Curmiang, SH., MKn, MNobais di Kabupaten Makang
kepada Tergugal UTerbanding I;

4. Menghukum Tengugal UTerbanding | untuk mengembalkan Obyek Hak
Tanggungan bengpa sebidang Tansh besets bangunan nemah yang
leretak di Jalan Kaben 1-8 Nomor 17 Kelumhan Bandungrepssrd
Kecsmatan Sukun Kobs Malang, tercatsl dalam Serdifikal Hak Miic Nao.
ZOBE, luas 173 M2 pada posisi semuls Seperi yang bercanium dekamn Ak
Pembsbanan Hak Tangogungan Momor 4507015, tanggal 23 Dessmber
2015 yanyg iercatsl dakam Sedifikat Hak Tanggungan Momoer DESEI2018,
tanggal 10 Februard 2016 oleh Badan Perarabkan Nasional Kota Malang:

5. Menghukum Para Pembanding wiuk membayar luras s hutang yang
dialinkan sejumiah Rp 164.872.241,00 (seratus enam puluh empal juta
defapan raftus bujuh puluh dus fbu dua rates empat puluh sy pish)
ditambaih fazir atau denda sefiap bubnnya sebesar 089 % o= Rp
1.457 360,00 fsabu juta empal ratus eram puluh tujub ibu tiga atus enam
pulih fibu rugish) sefak bubsn Februad 2019 sampai tunggakan lunas
kepada Tergugat UTerbanding |, apabia Goak mampu uriuk membyan
luras, maka obyek Hak Tanggungan benpa sebidang Tanah beserta
banguman Rumah yang terdetak di Jalan Kaben 1-8 Nomor 17 Kelurahan
Bandungrejosan Kecamatan Sukun Kota Makang, lercantum dalam Akta
Pembebanan Hak Tanggungan Mamor 45872015, tanggal 23 Desember
2015 dengan Serifilat Hak Tanggungan Momor (8B6/2016, tanggal 10
Februari 2016 cleh Badan Pertarahan Masional Kota Matang diusl lefang
siay dijual dbewah Bogen ates kesepakatan Para Pengouget®ara
Pembariding dan Terpugat WTerbanding |;

£. Menghukum Tund TengugatTent Terbanding sebogasi pihas ierkail dengan
jpeckara & quio uiluk lunduk dan tas sepenuh mya atas pulusan ini;
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7. Menalak Gugatan Para Perggugat@Para Pembanding untuk mermyatakan
Pulisan perkara ini dapsl dlsksanakan lebih dabuls walsupun ada
verzet, banding maupun kasasi (Uibvoorbaar b voarrad);

B. Menyatakan Gugatan Para PesggugatPara Pernbanding urtuk sekain
dan sslebihnya tidak dapat diterima;

0 Menghuiien Tergugat UTerbonding | dan Tergumat (UTerdanding 1| unbuk
rmemmbayar bisya pedkara pada finghat pertarms ssjurrish Rp 1.486.000,00 (st
juta ermpiat s delapan pukih enarm Abu rupiah) secira lnggung rentang:

- Menghukum Tergugat WTerbanding | dan Tesgugat WTerbanding Il untuk
mesnbayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumiah Rp 150.000,00
{seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng:

Tinagi Agarrs Surabaya pacs hari Senin tingoal 20 Aprl 2020 Aassy, bertepstan

dengan tggal 28 Syaban 1441 Hipiah yang dibacakan dalarn sidang berbuka urhk

urrum pada had Rabu tanggal & Mei 2000 Masehi bertenatan dengan bnggal 13

Rarmdhan 1441 Hiriah olsh Drs. K. Abd. Munir S, S.H., ssbagai Kehs Majsks,

Drs. H. Arfan Muhammad, SH_MHum_, dan Drs. H. M. Mahiruddin, SH., MH

rmasngrmasing sebegai Hasim Angoots yang diunis berdasarkan Penetapan

Kelua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Marel 2020, dibantu

aleh Hj. Sufa'ah, S Ag. ssbagai Panilera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pibak-

pihak yang besparkara,
Ktua Majelis,
Dirs. H. Abd Munir 5., S.H.
Haskim Angoota Hakim Anggota
Dr=. H. Arfan Muhammad, 3 H_M.Hum Dirs. H. Mshiruddin, 5. HMH.
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